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Di dalam dunia bisnis yang tingkat persaingannya semakin ketat, menuntut suatu 
usaha terutama usaha yang bergerak di bidang jasa untuk lebih meningkatkan kualitas 
layanan maupun produk yang dihasilkan. Tanpa terkecuali PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Cabang Surakarta yang merupakan suatu bentuk lembaga keuangan 
milik pemerintah yang menyediakan usaha layanan jasa diantaranya adalah layanan 
kliring sebagai salah satu produk jasa yang memberikan kemudahan yang bersifat 
menguntungkan dalam memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pelaksanaan 
kliring pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta apakah telah 
diselenggarakan sesuai dengan mekanisme dan sistem yang telah ditetapkan oleh 
lembaga kliring. Serta untuk mengetahui bagaimana layanan kliring tersebut 
direalisasikan dengan baik guna pencapaian tujuan pembayaran yang efektif. Karena 
tugas bank umum sebagai peserta kliring adalah membantu kelancaran lalu lintas 
pembayaran giral antar bank.
Dalam prosedur pelaksanaan kliring di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang 
Surakarta terdiri dari kliring debet yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Kliring 
Lokal (PKL) dan Kliring kredit oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN). Pada 
kliring debet, terdiri dari dua tahap, yakni kliring penyerahan dan kliring 
pengembalian (Retur). Sedangkan kliring kredit juga terdiri dari dua tahap yakni 
kliring kredit masuk dan kliring kredit keluar.
Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.
Setelah melalui beberapa analisis Prosedur kliring penyerahan antara lain terdiri dari 
kegiatan peserta yang meliputi penerimaan warkat, pemeriksaan dan verivikasi 
warkat, pemrosesan warkat di Transaction Processing unit, pembuatan laporan dan 
DKE kliring baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, pemberian stempel 
kliring dan tanda tangan pejabat yang berwenang pada warkat untuk diserahkan 
kepada penyelenggara kliring lokal. Sedangkan kliring pengembalian meliputi 
kegiatan pemeriksaan dan verivikasi warkat kliring pengembalian, pembuatan surat 
tolakan kliring (SKP) kemudian wakil peserta menyerahkan dan menerima warkat 
debet tolakan dari peserta kliring lain. Sedangkan kliring kredit yang pelaksanaannya 
dilakukan secara nasional baik kredit masuk maupun kredit keluar sehingga 
prosedurnya dilakukan secara On-line dengan penyelenggara pusat serta tidak 




A. Latar Belakang Masalah
         Dengan adanya perkembangan perekonomian di era perdagangan bebas yang mengarah 
pada tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi dan bersifat ketat. Tentu saja hal ini 
berdampak pada adanya globalisasi perekonomian baik perekonomian makro maupun 
perekonomian mikro. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kemampuan yang 
menyangkut daya bersaing dan daya kreativitas dari setiap usaha guna mempertahankan 
usahanya. Pada dasarnya tingkat persaingan usaha menuntut akan kemudahan dan 
kecepatan yang didapatkan dari produk ( jasa ) yang dihasilkan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat konsumtif, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pembayaran. 
Karena kebutuhan pembayaran semakin meningkat seiring dengan peningkatan mobilitas 
keuangan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga keuangan dan penyedia jasa keuangan 
atau bank. Dengan demikian, diharapkan orang dalam memenuhi kebutuhan 
pembayarannya tidak perlu lagi menggunakan alat pembayaran yang berupa uang tunai 
melainkan dengan cara menerbitkan surat berharga (warkat) sebagai alat pembayaran tidak 
langsung guna melaksanakan aktivitas pembayaran maupun penagihan melalui perantara 
bank.
        Bank merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perekonomian yakni sebagai 
penyedia jasa keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan bentuk – bentuk jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992 Bab I pasal 1 yang 
diperbaharui dalam UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian bank sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan stabilitas perekonomian negara. Karena bank menjadi salah satu 
sumber potensi penggerak laju perekonomian baik dalam negeri maupun global. Sehingga 
bank bersifat vital sebagai penentu kemajuan maupun kemunduran laju keuangan di 
tingkat perekonomian negara. 
        Bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana 
dengan masyarakat yang kekurangan dana. Bank melaksanakan berbagai aktivitas 
operasional yang berupa transaksi – transaksi keuangan dengan menghimpun dana (uang) 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana kepada 
masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa bank sebagai tempat menyimpan atau 
xberinvestasi serta memberikan berbagai layanan dan jasa transaksi keuangan dalam 
memperlancar lalu lintas dan aktivitas system pembayaran guna mencapai tujuan utama 
bank untuk memperoleh keuntungan finansial yang didapat dari spreed based dan fee 
based selain tujuan untuk memberikan kepuasan layanan terhadap nasabah. Spreed based 
adalah keuntungan komersial yang diterima dari adanya bunga terhadap produk pinjaman 
bank. Sedangkan fee based merupakan keuntungan yang diperoleh  dari biaya – biaya 
yang ditetapkan dalam bentuk nominal atau prosentase tertentu.  
        Dalam system pembayaran tidak dapat dipisahkan dari adanya lalu lintas pembayaran 
baik pembayaran tunai maupun pembayaran elektronis yang bersifat nontunai. Karena 
keduanya saling berkaitan dan bersifat saling menunjang. Dengan adanya system 
pembayaran yang baik dan tertstruktur akan menunjang kelancaran dan keberhasilan 
dalam lalu lintas pembayaran (LLP).  Hal ini secara langsung juga akan memberikan 
dampak positif pada kemajuan dan perkembangan system keuangan pada perbankan. 
Begitu juga sebaliknya, kegagalan system pembayaran akan mengakibatkan resiko internal 
dan resiko eksternal yang berupa adanya ketidakstabilan perekonomian negeri. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya penentuan dan pelaksanaan system pembayaran yang aman 
dan lancar agar dapat memberikan berbagai kemudahan dalam memperlancar arus lalu 
lintas pembayaran ( LLP ).
      Lalu lintas pembayaran (LLP) adalah proses penyelesaian pembayaran transaksi  
komersial atau financial dari pembayar kepada penerimanya. Sedangkan lalu lintas 
pembayaran giral dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pembayaran dengan 
warkat atau nota kliring yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan antar bank, 
baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah. Dalam Lalu lintas pembayaran, suatu 
pembayaran dapat dilakukan secara langsung ( tradisional ) maupun secara tidak langsung 
( modern ). Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan pada umumnya 
yakni dengan menggunakan uang kartal. Sedangkan pembayaran tidak langsung (modern)
dilaksanakan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa uang giral yang berbasis 
pada warkat (cek, bilyet giro). Pelaksanaan pembayaran tidak langsung (modern) pada 
hakekatnya dilakukan oleh bank melalui jasa – jasa transaksi pembayaran yang disediakan 
pihak bank. Dengan memanfaatkan jasa pembayaran yang disediakan oleh bank, maka 
pembayaran akan lebih efektif dan efisien karena akan lebih menghemat tenaga dan biaya 
dengan hasil yang optimal. Hal ini tentu saja dapat menyelesaikan pembayaran secara 
lebih mudah, praktis, ekonomis dan aman. Jasa pembayaran oleh bank tersebut 
direalisasikan dengan adanya jasa kliring.
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      Kliring adalah merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling 
menyerahkan warkat – warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian 
hutang pihutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank 
dengan menggunakan warkat (surat perintah pembayaran/penagihan). Pengertian kliring 
menurut Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 perihal 
Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Atas Hasil 
Kliring Lokal adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank (DKE), 
baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu 
tertentu. Dalam penyelenggaraan kliring, bank sebagai perantara pelaksana kliring 
melaksanakan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring yang didasarkan pada data 
keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat dari peserta kepada 
penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima.  Tujuan utama dari pelaksanaan 
kliring ( clearing ) adalah :
1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank.
2. Agar perhitungan penyelesaian hutang pihutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman 
dan efisien.
3. Sebagai salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya, terutama dalam hal keamanan 
dan biaya yang dikeluarkan.
       Dengan timbulnya aktivitas kliring, akan mempermudah penarikan nasabah dan 
penyelesaian inkaso atau transfer bagi bank peserta kliring. Karena dengan kliring waktu 
penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Secara 
umum, kliring melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang 
dikenal dengan sebutan Mitra Pengembang Sentral (MPS) atau disebut juga central 
counterparty. MPS menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi baik sebagai penjual 
maupun sebagai pembeli. 
      Kliring dilaksanakan dan di koordinasi oleh lembaga kliring yang berupa bank sentral atau 
yang lebih dikenal dengan Bank Indonesia. Tujuan dari diadakannya lembaga kliring 
adalah agar dapat mengatur dan mengawasi pelaksanaan kliring antar bank. Dengan 
melibatkan bank lain sebagai peserta kliring langsung aktif (PLA) maupun peserta kliring 
langsung pasif (PLP).  Lembaga kliring  menjadi tempat berkumpulnya semua anggota 
clearingman dan clearinggirl dari bank anggotanya untuk melakukan perhitungan, 
pelunasan, dan pertukaran warkat – warkat kliring. Adapun salah satu bank yang menjadi 
anggota kliring adalah PT. Bank Tabungan Negara ( Persero ) Cabang Surakarta. PT. Bank 
Tabungan Negara ( Persero ) Cabang Surakarta sebagai bank umum menjadi peserta 
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kliring langsung aktif yang setiap hari memberikan layanan kliring kepada nasabah yang 
membutuhkan layanan kliring tersebut untuk melakukan pembayaran maupun penagihan 
kepada nasabah bank lain dengan pembayaran yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.
Selain itu, Bank Tabungan Negara ( Persero ) Cabang Surakarta juga berperan dalam 
mengikuti aktivitas dan kegiatan kliring yang meliputi kliring penyerahan dan kliring 
pengembalian di bawah lembaga kliring yakni Bank Indonesia. Jasa pembayaran tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan system dan 
peraturan yang ditetapkan oleh lembaga kliring agar pelaksanaannya lebih aman dan tertib. 
Pelaksanaan kliring yang aman dan tertib dapat diimplikasikan dengan penyesuaian jadwal 
kliring di PT. Bank Tabungan Negara ( Persero ) yang diselenggarakan setiap hari kerja 




per bulan Desember 2009 s/d Januari 2010
Bulan Penerimaan (In) Penyerahan (Out)
Desember 142 91
Januari 133 100
Keterangan : Jumlah warkat kliring untuk penerimaan tiap bulan lebih 
tinggi dibandingkan dengan warkat kliring untuk penyerahan. Jumlah 
warkat penerimaan lebih tinggi dikarenakan banyak nasabah bank lain yang 
melakukan penarikan dana di bank BTN Surakarta. Dalam kliring, bukan 
hanya yang dilihat jumlah warkat saja melainkan juga jumlah nominal dana 
yang ditarik.
    Sumber : Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta
B. Perumusan Masalah
Dengan berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang ada, dan dengan melihat 
aspek layanan kliring yang mempunyai peranan penting dalam suatu bank. Maka pokok 
permasalahan yang akan dibahas  dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan layanan kliring oleh transaction processing unit di 
PT. Bank Tabungan Negara ( Persero ) cabang Surakarta?”
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C. Tujuan Pengamatan
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Tugas Akhir ini adalah :
1. Tujuan Operasional 
Dalam tujuan operasional ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan 
mekanisme pelaksanaan layanan kliring serta peranan kliring dalam lalu lintas 
pembayaran giral antar bank di Bank BTN Cabang Surakarta.
2. Tujuan Fungsional
Tujuan Fungsional dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah agar penelitian dan tugas 
akhir yang penulis susun dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
3. Tujuan Individual
Sebagai persyaratan untuk memperoleh sebutan profesi Ahli Madya atau AMd pada 
program Diploma III ( Tiga ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta  Program Diploma Manajemen Administrasi.
D. Manfaat Pengamatan
      Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, terdapat berbagai manfaat bagi banyak pihak baik 
yang pihak yang terlibat langsung maupun pihak yang tidak terlibat langsung. Adapun 
manfaat yang dimaksud adalah :
Manfaat bagi perusahaan :
 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta dapat mengetahui tentang 
bagaimana prosedur pelaksanaan layanan kliring yang selama ini telah dilaksanakan 
oleh staff kliring di Transaction Processing unit, sehingga dapat dijadikan bahan 
evaluasi apakah prosedur kliring telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Bank Indonesia sebagai lembaga kliring. 
 PT. BTN Cabang Surakarta dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kliring 
karena kliring memiliki peranan yang penting terutama bagi Lalu Lintas Pembayaran ( 
LLP ) giral antar bank khususnya Lalu Lintas Pembayaran dalam negeri.
Manfaat bagi Universitas :
 Dapat meningkatkan intensitas kerjasama antara pihak instansi yakni PT. BTN Cabang 
Surakarta dengan pihak Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang berupa 
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pemberian kesempatan bagi para mahasiswa UNS untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Magang (KKM) di kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta.
 Sebagai khasanah wacana bagi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
Manfaat bagi penulis :
 Dapat menambah kemampuan dan wawasan penulis baik di bidang ilmu pengetahuan 
maupun soft skill yang berupa ketrampilan kerja yang diperoleh selama penulis 
melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Surakarta. 
 Penulis dapat lebih mengapresiasikan terhadap teori – teori yang ada dengan keadaan 
yang nyata dan sebenarnya.
Manfaat bagi pembaca :
 Pembaca dapat lebih mengetahui tentang aspek – aspek layanan kliring secara teori 
yang dilaksanakan oleh transaction processing unit di PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Cabang Surakarta.
 Dapat memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca yang awam dengan adanya 






     Prosedur merupakan perincian langkah – langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan 
yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Prosedur diartikan sebagai tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan.
     Suatu prosedur harus memiliki stabilitas dalam arti bahwa ia harus memberikan 
kemantapan arah yang ditetapkan dimana hanya dibuat perubahan-perubahan apabila 
timbul perubahan-perubahan fundamental pada sasaran. Disamping stabilitas diperlukan 
juga adanya fleksibilitas pada prosedur-prosedur agar dapat dihindari sesuatu keadaan 
darurat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 
2007:207) pengertian prosedur adalah tahap – tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu 
akvitas serta metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 
problem atau masalah.
     Pengertian prosedur menurut Kamus Manajemen adalah sebagai berikut:
a. Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan arah tindakan 
tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditentukan.
b. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (Chronologis) kepada tugas-
tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas demikian dalam kebijaksanaan-
kebijaksanaan dan ke arah tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. 
c. Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan 
urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus 
diselesaikan.
d. Urutan secara kronologis (menurut waktu) dari tugas-tugas ini merupakan ciri dari 
tiap prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa 
masa-masa tugas harus diselesaikan.
e. Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode dengan mana pekerjaan akan 
diselesaikan.
      Sedangkan pengertian prosedur menurut lg. Wursanto dalam bukunya mengenai pokok-
pokok perencanaan (1987 : 65) :
”Prosedur merupakan bagian dari klasifikasi perencanaan eksekutif dimana 
perencanaan eksekutif/perencanaan manajemen dibuat oleh pempinan organisasi 
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dan perencanaan eksekutif diperlukan untuk menentukan Prosedur pelaksanaan 
rencana, yakni petunjuk-petunjuk pelaksaan yang bersifat direktif. Prosedur juga 
bersifat deskriptif sebab mereka membantu pelaksanaan koordinasi dengan jalan 
menyediakan petunjuk-petunjuk untuk tindakan para karyawan pada situasi 
yang berulang-ulang muncul. Sehingga prosedur dipandang sebagai reaksi rutin 
atau yang diprogramkan terhadap situasi yang
bersifat umum.”
Prosedur menurut The Liang Gie (1983 : 261) yang menjelaskan bahwa:
    ”Prosedur merupakan suatu serangkaian atau tahap-tahap yang berurutan 
dengan tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain yang merupakan kegiatan 
dari urutan-urutan kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melakukan suatu 
pekerjaan.”
Menurut T. Hani Handoko ( 1995:86 ) prosedur sangat berguna antara lain untuk :
a. Menghemat waktu manajerial.
b. Memudahkan pendelegasian dan penempatan tanggung jawab.
c. Menimbulkan metode – metode operasi yang lebih efisien.
d. Memudahkan pengawasan.
e. Memungkinkan penghematan personalia.
f. Membantu kegiatan – kegiatan koordinasi.
       Berdasarkan dari pengertian dan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah :
1. Metode – metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas – aktivitas yang akan 
dilaksanakan.
2. Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Pedoman untuk bertindak.
       Suatu prosedur berguna dalam menunjang kelancaran aktivitas manajerial dengan tujuan 
agar hasil yang diperoleh dapat terkoordinasi dan lebih bersifat efektif dan efisien.  
Sehingga dengan adanya prosedur akan mengarahkan si pelaksana prosedur dalam 
melaksanakan tugas atau pekerjaan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan 
kesalahan – kesalahan dalam bertindak dapat dihindari. Hal ini dimaksudkan bahwa 
suatu prosedur dapat memberikan sejumlah instruksi yang terperinci untuk pelaksanaan 
serangkaian kegiatan – kegiatan yang terjadi secara teratur. Instruksi-instruksi terperinci 
ini mengarahkan pada pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan membantu untuk 
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menjamin pendekatan konsisten pada situasi tertentu. Selain itu prosedur juga menjadi 
pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan guna dapat memenuhi 
standar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan system yang ada.
B. PELAKSANAAN
       Upaya dalam mewujudkan suatu prosedur dan ketentuan – ketentuan yang bersifat 
tetap sangat penting untuk direalisasikan. Dalam hal ini, guna mewujudkan dari adanya 
prosedur – prosedur dan ketentuan yang bersifat tetap tersebut dibutuhkan adanya suatu 
proses dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Proses tersebut mengarah pada 
pelaksanaan terhadap hal – hal yang terkandung dalam prosedur. Pelaksanaan dapat 
diartikan sebagai praktek nyata dari tujuan-tujuan yang ditetapkan sesuai dengan 
perencanaan yang ada. 
        Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang ditujukan dalam 
menyelenggarakan pekerjaan guna pencapaian tujuan internal dan eksternal. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:554) pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, 
perbuatan pelaksanaan (Rancangan keputusan) adapun istilah melaksanakan berarti 
melakukan, menjalankan, mengerjakan (Rancangan keputusan).
       Pada dasarnya suatu pelaksanaan merupakan proses kelanjutan dari aktivitas yang 
telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya perencanaan tindakan yang baik serta 
prosedur yang memadai sehingga dapat bersinergi guna menghasilkan keuntungan yang 
lebih kompeten. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1991:28) pelaksanaan diartikan 
sebagai merealisir pencapaian tujuan – tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau 
kebijaksanaan – kebijaksanaan dan program – program pemerintah. 
       Sedangkan Miftah Toha dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi (1989:210) 
mengemukakan pendapat bahwa “Pelaksanaan adalah usaha – usaha yang dilakukan 
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan melengkapi segala macam kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang 
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya serta 
bagaimana cara yang harus dilaksanakan.
C. KLIRING
C.1 Pengertian Kliring
  Kliring berasal dari istilah kata dalam bahasa inggris “ Clearing “ sebagai 
suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu 
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aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi 
hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring sangat dibutuhkan 
sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat dari pada waktu yang 
dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi. Kliring melibatkan 
manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, guna 
memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, 
walaupun pembeli maupun penjualmenjadi tidak mampu melaksanakan 
penyelesaian kesepakatannya. Proses kliring adalah termasuk pelaporan / 
pemantauan , marjin resiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal , 
penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan.
Kasmir (2010:151) dalam bukunya Dasar – Dasar Perbankan, mendefinisikan 
kliring sebagai jasa penyelesaian hutang – pihutang antar bank dengan cara saling 
menyerahkan warkat – warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Kliring 
juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian pembukuan dan 
pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak.
Kliring adalah proses perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat – warkat 
kliring antar bank anggota yang dikoordinasi Bank Indonesia.
Menurut The New Glorier Webster International Dictionary of The English 
Language, kliring adalah the act exchanging draft and each other and settling the 
differences yang dapat diartikan sebagai kegiatan tukar – menukar warkat dari 
bank satu dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaan – perbedaannya.
  Pengertian kliring menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/18/PBI/2005 
tanggal 22 Juli 2005 adalah :
“ Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank 
baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan 
pada waktu tertentu”.
       Muhammad dan Dwi Suwiknyo (2009:189) mendefinisikan kliring sebagai proses 
penyelesaian utang piutang antar bank yang diselenggarakan pada suatu tempat 
dan waktu tertentu. Sedangkan menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru 
(2006:135) mengemukakan bahwa kliring antarbank adalah pertukaran warkat atau 
data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang 
hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
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Dengan berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan mengenai 
pengertian kliring, maka penulis menyimpulkan bahwa kliring merupakan suatu 
tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat –
surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar 
penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan tata cra aman, serta untuk 
memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran ( LLP ) giral.
C.2   Jenis – Jenis Kliring
Saat ini penyelenggaraan kliring lokal dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) 
macam system kliring, yaitu :
1. Sistem manual
Sistem manual adalah system penyelenggaraan kliring local yang dalam 
pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan 
warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Dalam system 
manual kliring dilakukan oleh non-KBI yang wilayahnya jauh dari KBI dengan 
jumlah bank peserta dan jumlah warkatnya sedikit.
2. Sistem Semi Otomasi
Sistem semi otomatisasi yaitu system penyelenggaraan kliring local yang dalam 
pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara 
otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh peserta. 
Pada proses Sistem Semi Otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada 
DKE yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.
Kliring yang menerapkan system semi otomasi biasanya dilakukan oleh KBI 
dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit dilakukan dengan 
system kliring Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL). Pada system kliring ini 
bank menyampaikan file dalam disket yang berisi informasi tentang catatan 
kliring ke penyelenggara kliring (KBI atau bank pemerintah yang ditunjuk).
3. Sistem Otomasi
Sistem otomasi yaitu system penyelenggaraan kliring local yang dalam dan 
pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan 
warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi.  Pada proses system 
otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh 
peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
Selain itu, pada system ini semua proses mulai dari perhitungan, rekapitulasi, 
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pembuatan laporan kliring dilakukan secara otomasi. Sistem otomasi kliring 
dimulai dari penerimaan warkat kliring dari semua peserta kliring oleh KBI 
penyelenggara kliring sebagai input untuk mesin reader/sorter.
4. Sistem Elektronik
Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah 
warkat sangat banyak dilakukan dengan system kliring elektronik. Pada system 
kliring ini proses perhitungan, rekapitulasi, dan pembuatan laporan kliring 
(Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik melalui terminal elektronik 
di bank peserta kliring tidak perlu datang ke tempat kliring untuk 
menyampaikan warkat kliring. Untuk pertukaran warkat dan rekonsiliasi 
dilakukan secara otomasi melalui computer pusat kliring elektronik. Dengan 
system ini, proses kliring dapat diselesaikan dengan lebih cepat, akurat, dan 
aman, serta mengurangi resiko tidak terprosesnya warkat kliring. Dalam 
pemrosesan data secara elektronik, mesin akan membaca Magnetic Ink 
Character Renognition atau MICR pada tiap lembar cek nasabah.
5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI 
adalah system kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring 
kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
C.3 Peserta Kliring
Dalam pelaksanaannya, kegiatan kliring melibatkan berbagai anggota dan 
peserta yang berupa bank. Adapun peserta dalam kliring dibedakan menjadi 3
macam yaitu :
1. Peserta Langsung Aktif (PLA)
Yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat 
memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank 
Indonesia selaku lembaga kliring atau melalui PT. Trans Warkat sebagai 
perantara Bank Indonesia. Peserta langsung aktif memiliki wewenang untuk 
mengirimkan DKE ke Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE) dan 
menyampaikan warkat kepada penyelenggara. Peserta langsung aktif (PLA) 
juga menerima hasil perhitungan kliring dan warkatnya dari penyelenggara 
dengan menggunakan identas peserta dan PLA wajib menyediakan sarana 
Terminal Peserta Kliring (TPK).
2. Peserta Langsung Pasif (PLP)
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Peserta langsung pasif mn mempunyai wewenang mengirimkan DKE ke SPKE 
dan menyampaikan warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan 
identitas PLA. Peserta langsung pasif tidak dapat menerima hasil perhitungan 
kliring dan warkat dari penyelenggara menggunakan identitasnya.
3. Peserta Tidak Langsung (PTL)
Yaitu peserta kliring yang mempunyai wewenang mengirimkan DKE ke 
SPKE dan menyampaikan warkat kepada penyelenggara melalui dan 
menggunakan identitas PLA.  
       Bank Indonesia sebagai lembaga kliring mempunyai kepentingan dan tugas 
untuk meningkatkan kelancaran system pembayaran. Salah satu cara untuk 
mencapai tujuan tersebut adalah memberikan berbagai fasilitas kepada para peserta 
kliring yang secara umum meliputi penyediaan akses informasi dan saran untuk 
dapat mengikuti proses kliring secara aman, lancer, efisien, dan handal. Fasilitas –
fasilitas yang diterima oleh peserta kliring adalah :
1. Informasi hasil kliring
Informasi hasil kliring merupakan informasi untuk mengetahui posisi 
perhitungan kliring masing – masing peserta dan selanjutnyadapat digunakan 
sebagai dasar dalam melakukan manajemen kas (cash management) perbankan 
atau dalam rangka transaksi pasar uang.
2. Laporan hasil proses kliring
Penyelenggara menerbitkan berbagai laporan hasil proses kliring yang 
diperlukan oleh peserta untuk mengetahui perhitungan hasil kliring maupun 
rincian warkat yang dikeluarkan dan diterima.
3. Rekaman data warkat yang diterima
Peserta kliring yang telah melakukan otomasi pada system akuntasinya akan 
mendapatkan informasi data warkat yang diterima dan terekam dalam disket.
4. Salinan warkat dan permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring
Salinan warkat adalah reproduksi dari warkat yang telah diproses dalam kliring 
dan direkam dalam bentuk image atau microfilm.
5. Investigasi selisih
Yaitu fasilitas untuk melakukan penelitian terhadap ketidaksesuaian antara 
laporan hasil proses kliring dengan warkat yang diterima dan atau antara 
laporan hasil proses kliring dengan warkat yang diserahkan.
6. Pengujian kualitas MICR code line
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Peserta dapat memiinta bantuan penyelenggara kliring elektronik untuk 
menguji kualitas MICR code line apabila tingkat penolakan warkatnya dinilai 
tinggi menurut pandangan peserta kliring elektronik.
C.4 Mekanisme Kliring
Menurut Muhammad dan Dwi Suwiknyo (2009:190) bahwa dalam proses 
kliring terdiri dari 2 tahapan, yaitu:
1. Kliring Debet
a. Kliring Penyerahan
Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna 
memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh peserta. 
Dalam kliring penyerahan, peserta kliring akan menyerahkan warkat –
warkat / DKE kliringnya baik warkat / DKE kredit kepada penyelenggara / 
peserta lawan transaksinya ( lazimnya disebut dengan warkat / DKE 
keluar(outward clearing)) serta menerima warkat/DKE debet maupun kredit 
dari penyelenggara / peserta lawan transaksinya ( lazimnya disebut warkat / 
DKE masuk (Inward Clearing). Atas dasar penyerahan warkat / DKE 
kliring dimaksud, Penyelenggara akan melakukan perhitungan kliring 
sehingga dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring dan berbagai bentuk 
laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir transaksi kliring 
ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi kliring 
ke rekening nasabah bank.
Kegiatan yang harus dilakukan dalam kliring penyerahan adalah:
 Menyediakan prefund.
 Menerima warkat.
 Memeriksa dan verivikasi warkat.
 Membuat laporan keuangan.
 Membuat kartu batch, encode dan DKE.
 Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
 Mengirim DKE dan warkat kliring ke Penyelenggara Kliring Lokal 
(PKL).
b. Kliring Pengembalian ( Retur )
Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna 
memperhitungkan warkat dan ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak 
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sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Kegiatan yang 
dilaksanakan dalam kliring pengembalian atau retur pada umumnya adalah :
 Menyediakan prefund.
 Menerima warkat.
 Memeriksa dan verivikasi warkat.
 Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP), surat peringatan atau 
pemberitahuan.
 Memasukkan data ke Terminal Peserta Kliring (TPK).
 Membuat kartu batch dan encode.
 Membuat DKE.
 Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
 Mengirim warkat dan DKE.
3. Kliring Kredit
a. Kliring kredit keluar
Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk transfer kredit ke bank lain 
sebagai penerima. Kegitan dalam kliring kredit meliputi :
 Proses BDS.
 Menerima form setoran kliring kredit.
 Pemeriksaan dan verivikasi form setoran.
 Mengirim ke unit Sistem Kliring Nasional (SKN).
 Proses di Interface SKN.
 Memilih dan membandingkan data.
 Verivikasi data.
 Mengirim data ke Terminal Peserta Kliring (TPK).
 Proses di TPK Server.
 Melakukan proses Batching.
 Mengirim dan melaksanakan DKE Aprroval.
 Menyimpan data dalam media rekam elektronik.
 Membuat laporan kliring.
b. Kliring kredit masuk
Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit 
dari bank lain sebagai penarik kepada bank penerima. Kegiatan kliring 
kredit masuk meliputi :
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 Proses di TPK KP.
 Mendownload inward DKE on-line.
 Mencetak laporan inward DKE.
 Proses di SKN.
 Melakukan perbandingan data inward DKE.
 Mengirim data hasil perbandingan ke AS-400.
 Proses di AS-400.
 Membuat laporan kliring kredit.
 Melakukan proses comparo data.
 Melakukan proses edit data.
 Mencetak laporan akhir kliring.
 Proses di BDS.
 Mendownload data.
 Approval data.
 Melakukan tindak lanjut pembukuan rekening.
C.5  Transaksi Kliring
       Dalam setiap melaksanakan kegiatan kliring terdapat berbagai macam tahap 
transaksi kliring. Muhammad dan Dwi Suwiknyo (2009:190) mengemukakan 
bahwa macam transaksi kliring yang dimaksud adalah :
1. Pelimpahan dana dari nasabah atau bank satu ke nasabah bank lainnya.
2. Penagihan oleh bank satu terhadap bank lainnya.
C.6 Warkat Kliring
     Warkat kliring adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya 
berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui Lalu Lintas Pembayaran 
(LPP) Modern dalam suatu lembaga kliring. Drs. Achmad Anwari (1998:25) 
mendefinisikan warkat kliring sebagai dokumen – dokumen, surat berharga dan 
surat dagang yang diperhitungkan dan diselesaikan di lembaga kliring. Dengan 
kata lain, warkat adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan 
dalam kliring.
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     Proses penyelesaian warkat – warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari 
berbagai tahap. Tahap – tahap ini harus dijalani untuk menyelesaikan seluruh 
warkat yang dikliringkan.
     Sedangkan warkat–warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga 
kliring adalah warkat–warkat yang berasal dari dalam kota. Menurut Khasmir 
(2010:152) macam – macam warkat yang dapat dikliringkan adalah sebagai berikut 
:
a. Cek (cheque)
Adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara 
rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak 
yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Pemindahan 
hak atas cek dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu untuk cek atas nama, 
pemindahan haknya dapat dilakukan dengan cara endosement, sedangkan untuk 
cek atas unjuk, pemindahan haknyanhanya dengan memindahkan cek dari 
tangan ke tangan tanpa membutuhkan adanya endosemen.
1) Syarat Formal Cek
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 178 KUHD setiap cek harus memenuhi 
syarat formal sebagai berikut :
a) Nama “cek” harus termuat dalam teks.
b) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
c) Nama orang yang harus membayarnya ( nama tertarik).
d) Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
e) Tanggal dan tempat cek ditarik.
f) Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (tanda tangan penarik).
2) Penarikan kembali cek
Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada 
bank tertarik mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa 
kecuali ditarik kembali.
3) Daluarsa cek
Daluarsa cek dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak mulai 
tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukan, sedangkan tenggang 
waktu pengunjukan adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan
b. Bilyet Giro ( BG )
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Merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memeliha rekening 
giro tersebut, untuk memindahbukukansejumlah uang dari rekening yang 
bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor 
rekening pada bank yang sama atau bank lainnya melalui kliring.
1) Syarat formal Bilyet Giro
Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 
No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro, ditentukan 
bahwa Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikuta :
a) Nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan.
b) Nama tertarik.
c) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas 
beban rekening penarik.
d) Nama dan nomor rekening pemegang.
e) Nama bank penerima.
f) Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf 
selengkap-lengkapnya.
g) Tempat dan tanggal penarikan.
h) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel dengan 
persyaratan pembukuan rekening.
2) Pembatalan Bilyet Giro
Pembatalan Bilyet Giro hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya tenggang 
waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank 
tertarik dengan menyebutkan nomor Bilyet Giro, tanggal penarikan dan 
jumlah dana yang dipindahkan. Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro 
selama dalam tenggang waktu penawaran, yaitu :
a) Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari 
terhitung sejak tanggal penarikan.
b) Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau 
sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan 
tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik.
c) Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah berkhirnya tenggang waktu 
penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia 
dan tidak dibatalkan oleh penarik.
3) Daluarsa Bilyet Giro
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Daluarsa Bilyet Giro dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung 
mulai tanggal berkhirnya tenggang waktu penawaran.
c. Wesel Bank Untuk Transfer
Yaitu wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
d. Surat Bukti Penerimaan Transfer dari Luar Kota
` Yaitu surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagih kepada 
bank penerima dana transfer melalui kliring local.
e. Lalu Lintas Giral (LLG) / Nota Kredit
Yaitu warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk 
untung bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut.
f. Nota Debet
Yaitu warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung 
bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut.
Syarat – syarat warkat yang dapat dikliringkan adalah :
 Dinyatakan dalam mata uang rupiah.
 Telah dapat ditagih pada saat dikliringkan.
 Telah jatuh tempo pada saat dikliringkan.
 Telah dibubuhi cap atau stempel kliring.
Warkat kliring terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Warkat debet kliring 
Warkat debit adalah warkat – warkat penagihan piutang uang giral (cek, bilyet  
giro, wesel, draft L/C, Promes nota, dan lain - lain) yang disetorkan nasabah 
kepada bank peserta kliring untuk ditagihkan kepada bank penerbitnya. Dalam 
warkat debit kliring dibedakan menjadi 2 macam, yakni :
 Warkat debet masuk ( incoming clearing )
Adalah warkat uang giral dari bank bersangkutan yang diterima bank lain.
 Warkat debit keluar ( outgoing clearing )
Adalah warkat uang giral dari bank lainnya yang disetorkan pada bank 
untuk ditagih kepada bank penerbitnya.
2. Warkat kredit kliring
xxviii
Warkat kredit adalah warkat – warkat perintah pembayaran yang diberikan 
nasabah kepada bank untuk membayar kewajibannya melalui kliring bank 
lainnya. Warkat kredit terdiri dari 2 jenis, yaitu :
 Warkat kredit masuk ( incoming clearing )
Adalah warkat kredit kliring yang diterima (masuk) dari bank 
pesertakliring lainnnya.
 Warkat kredit keluar ( outgoing clearing )
Adalah warkat kredit yang diterima suatu bank untuk dibayar melalui 
kliring kepada bank lainnya.
Warkat – warkat yang bukan kliring :
 Warkat–warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat kliring.
 Penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian 
saldo negative atau saldo debet.
 Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer 
dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor –
kantor cabangnya yang lain
 Penyetoran – penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai 
lembaga kliring berdasarkan kebutuhan.
      C.7 Dokumen Kliring
1) Bukti penyerahan warkat debet kliring penyerahan (BPWD).
2) Bukti penyerahan warkat kredit penyerahan (BPWK).
3) Kartu batch warkat untuk kliring debet dan kliring kredit.
4) Lembar Subsitusi.
5) Bukti penyerahan rekaman warkat kliring pengembalian (BPRWKP).
C.8 Tolakan Kliring
Warkat – warkat yang dikliringkan tidak semuanya tertagih, bahkan setiap 
transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya.Ada 
beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring 
dalam kliring masuk. Alasan – alasan tersebut meliputi :
a. Asal cek atau Bilyet Giro (BG) salah.
b. Tanggal cek atau Bilyet Giro (BG) belum jatuh tempo.
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c. Materai tidak ada atau tidak cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda.
e. Tanda tangan dan atau cap perusahaan tidak sama dengan spicemen (Contoh 
tanda tangan) atau tidak lengkap.
f. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani.
g. Cek atau Bilyet Giro (BG) sudah kadaluwarsa.
h. Resi belum kembali.
i. Endorsment cek tidak benar.
j. Rekening sudah ditutup.
k. Dibatalkan penarik.
l. Rekening diblokir oleh berwajib






Peoriode 1 Periode 2
Senin – Jumat
( hari kerja )
07.30 – 10.00 WIB 11.30 – 14.00 WIB
( Sumber : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta )
C.10 Biaya kliring
Dalam memberikan layanan kliring terdapat biaya – biaya administrasi 




Untuk wilayah SKN, tiap warkat dalam kliring penyerahan dikenakan 
biaya sebesar Rp. 2.000,- per lembar.
 Wilayah Non SKN
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Untuk wilayah Non SKN dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000, - per 
lembar warkat kliring penyerahan.
 Tolakan Kliring
a. Karena Kesalahan Nasabah 
 Wilayah SKN
Tolakan kliring juga akan dikenakan biaya administrasi, untuk 
tolakan kliring yang diakibatkan karena kesalahan nasabah di 
wilayah SKN maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 125.000,-.
 Wilayah Non SKN
Sedangkan tolakan kliring yang diakibatkan karena kesalahan nasabah 
di wilayah Non SKN ditetapkan biaya administrasi sebesar Rp. 
15.000,-
b. Karena kesalahan bank
Tolakan kliring juga dapat disebabkan karena kesalahan dari pihak 
bank, biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp. 100.000,
(Sumber : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta).
D. METODE PENELITIAN
1.  Lokasi Penelitian
Merupakan lokasi atau tempat untuk memperoleh data – data yang valid yang 
diperlukan dalam menunjang pembuatan Tugas Akhir (TA) sehubungan dalam 
penyampaian laporan terhadap penyelenggaraan penelitian. Adapun lokasi atau tempat 
dilakukan penelitian yang dimaksud adalah di Kantor PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) atau Bank BTN Cabang Surakarta. Penentuan lokasi di Bank BTN Kantor 
Cabang Surakarta didasarkan pada berbagai hal sebagai bahan pertimbangan dalam 
memutuskan lokasi yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan 
efektif dan efisien. Berbagai pertimbangan yang dimaksud adalah :
a.   PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta merupakan salah satu 
bank milik pemerintah yang menyediakan pelayanan kliring dengan baik. Karena 
pada dasarnya penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang kliring.
b.   Di lokasi, penulis mendapatkan ijin untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja 
lapangan, sehingga akan memungkinkan untuk mendapatkan data – data yang 
diperlukan sesuai dengan permasalahan yang akan diuji.
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2. Bentuk dan Strategi Penelitian
        Penelitian yang baik adalah penelitian yang mempergunakan jenis dan strategi 
penelitian yang tepat. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar sasaran dapat tercapai 
secara lebih optimal dengan implikasi terhadap perolehan data – data yang bersifat 
valid yang memenuhi pada permasalahan yang akan diajukan. Jenis penelitian yang 
sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif yang 
bersifat kualitatif yang dapat memberikan gambaran atau memaparkan suatu peristiwa 
yang menekankan pada masalah proses dan makna. Menurut Moleong (2007:3) 
mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang orang 
dan perilaku yang diamati. Dengan metode kualitatif dapat menerangkan gejala atau 
fenomena secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan HB. Sutopo (2006:137) 
menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif  memerlukan studi kasus yang 
mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi 
dalam suatu konteks, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di 
lapangan studinya. 
3. Sumber Data
          HB. Sutopo (2006:59) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif 
mengemukakan bahwa “Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data 
merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan 
menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau 
kedalaman informasi yang diperoleh”.  Adapun sumber data dalam penelitian ini 
adalah :
a. Data Primer
Data primer yang merupakan data utama yang bersifat pokok diperoleh dari hasil 
observasi dan wawancara dengan karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Surakarta yakni pegawai di Transaction Processing Unit khususnya staff 
kliring yang menangani proses kliring di PT. Bank Tabungan Negara (persero) 
Cabang Surakarta.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data penunjang sebagai pelengkap dari data primer yang 
merupakan data pokok. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari 
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dokumen – dokumen dan arsip – arsip yang berhubungan dengan permasalahan 
yang akan dikaji dalam penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
       Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :
a. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 
pada obyek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata 
kondisi yang ada pada lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini 
sering disebut sebagai observasi berperan pasif (HB. Sutopo, 2006 : 75).
Observasi ini dilakukan secara langsung tentang peristiwa dan kegiatan yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dikaji melalui KKM yang dilakukan 
penulis di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta.
b. Wawancara (Interview)
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan 
responden dan para informan untuk memperoleh data penunjang yang relevan.
Dalam pengamatan ini, pegawai di lingkungan PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Cabang Surakarta menjadi informan bagi penulis untuk memperoleh 
data-data yang diperlukan dengan cara  penulis mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada informan. Pertanyaan yang diajukan terfokus pada 
permasalahan yang akan dikaji sehingga informasi yang bisa dikumpulkan 
semakin terperinci dan mendalam. Dengan demikian diharapkan informan dapat 
memberikan informasi yang akurat dan sebenarnya.
c. Dokumentasi
Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 
dokumen dan berbagai arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 
dikaji yakni tentang pelaksanaan kliring di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Surakarta.
5. Teknik Cuplikan (Sampling)
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         Dalam penelitian kualitatif, cenderung mengarah pada penggunaan teknik 
cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan berbagai pertimbangan 
berdasarkan konsep teoritis dan karakteristik empiris. Oleh karena itu, cuplikan yang 
akan digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat Purposive Sampling dengan 
menerapkan informan yang dianggap mengetahui data dan informasi yang relevan. 
Sehingga pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam 
memperoleh data. Adapun responden dan informan yang  dianggap mengetahui 
informasi dan data yang relevan adalah pegawai di bagian Transaction Processing 
Unit yang menangani kliring di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta.
6. Teknik Analisis Data
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh 
informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan lebih lanjut. Penelitian 
deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 
menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada 
umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis 
fakta dan karakteristik objek  dan subjek yang diteliti secara tepat. Pelaksanaan
metode – metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, 
tetapi meliputi analisa dan interprestasi tentang arti dari data tersebut, karena itulah 
akan terjadi suatu fenomena tertentu sehingga baru dapat mengambil studi   
kuantitatif, seperti angket, test interview dan lain sebagainya atau bahkan mengadakan 
klasifikasi ataupun mengadakan penilaian menetapkan standar serta menetapkan 
hubungan dan kedudukan.
Penelitian deskriptif  dapat bersifat komparatif dengan membandingkan 
persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Sedangkan analisis kualitatif untuk 
menjelaskan fenomena dengan aturan berfikir ilmiah  yang diterapkan secara 
sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif yang bersifat matematik dan statistik. 
Karena data yang berhasil diperoleh adalah data yang berupa kata-kata yang penulis 
kumpulkan dari observasi, wawancara dan studi pustaka selama melaksanakan kuliah 
kerja magang di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta atau yang 





  A.   Sejarah Singkat Berdirinya Bank Tabungan Negara
Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung. Pemerintah Hindia 
Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan 
POSTSPAARBANK, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 
1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, medan, Surabaya, dan Makassar. Pada 
tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang 
mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Namun 
demikian keadaan keuangan  POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.
Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang 
membekuk kegiatan POSTSPAARBANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang 
bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini 
tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN TYOKU hanya mendirikan satu 
cabang yaitu cabang Yogyakarta.
Proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bp. 
Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan TYOKUN KYOKU dari pemerintahan 
Jepang ke Pemerintahan R.I. dan terjadilah pergantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN 
POS. Bp. Darmosoetanto ditetapkan oleh pemerintahan R.I. menjadi Direktur yang pertama. 
Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS  adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan 
Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur 
panjang, karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor. 
Termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. saat KANTOR 
TABUNGAN POS dibuka kembali (1949), nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi 
BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung dibawah Kementrian Perhubungan.
Banyak kejadian bernilai sejarah tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah 
dikeluarkannya UU Darurat No.9 th 1950 tgl. 9 Februari 1950 yang mengubah nama ’ 
POSTSPAARBANK IN INDONESIA’ berdasarkan staatsblat No. 295 th1941 menjadi BANK 
TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementrian dari Kementrian Perhubungan ke 
Kementrian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat 
tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 19 Februari 1950 ditetapkan 
sebagai hari dan tanggal lahir BANK TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN POS 
menurut Undang-Undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU no. 36 th. 1953 tanggal 
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18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN 
NEGARA didasarkan pada PERPU No. 4 th. 1963 tgl. 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan 
dengan UU No. 2 th. 1964 tgl 25 Mei 1964.
Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai Bank milik Negara ditetapkan dengan UU 
No. 20 th. 1968 tgl 19-12-1968 yang sebelumnya (sejak th. 1964) BANK TABUNGAN NEGARA 
menjadi BNI unit V, jika tugas utama saat pendirian POSTPAARBANK (1897) sampai dengan 
BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup perhimpunan dana bagi 
masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah 
tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR 
terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati 
sebagai hari KPR bagi BTN.
Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada th 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP 
No. 24 th. 1992 tgl 29 April 1992yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 th. 1992 bentuk 
hukum BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT BANK 
TABUNGAN NEGARA (Persero) dengan cll name Bank BTN. Berdasrkan kajian konsultan 
independent Price Waterhouse Coopers. Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat 
nomor S-554/M-MBU/2002 tgl. 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BT N sebagai Bank 
Umum demgan focus bisnis pembiayaan tanpa subsidi.
B. Sejarah Berdirinya PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo merupakan perpanjangan dari kantor 
pusat, dimana Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo pertama kali berdiri tahun 1990 
yang merupakan pecahan dari Kantor Cabang Yogyakarta. Pertimbangan pembukuan kantor 
cabang Solo karena dinilai memepunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. 
Sejak tahun 1990. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo mengalami perpindahan 
sebanyak 3 kali.
Pada tahun 1990 pertama kali didirikan bertempat di Jl. Slamet Riyadi No. 228, pada batas 
waktu itu status lokasi masih berstatus sewa. Kemudian tahun 1993 mengalami perpindahan 
kantor yaitu di Ruko Beteng Plaza blok A11-12, Jl. Kapten Mulyadi yang pada waktu itu masih 
bersifat sewa. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo bertahan di Ruko Beteng Plaza 
sampai dengan November 1997.
Akhirnya pada bulan Desember tahun1997, Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo 
mempunyai gedung sendiri yaitu di Jl. Slamet Riyadi No. 282 Solo. Kepindahan kantor 
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tersebut langsung digunakan sebagai aktivitas Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo 
hingga saat ini. 
C. Keadaan Fisik dan Operasional Bank Tabungan Negara Kantor Cabang    Solo
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 2828, Solo 
57141, telepon (0271) 726930, fak (0271) 726931, 226939, email btn-slo@slo.meganet.id
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta mempunyai luas bangunan 1.500 m2. gedung 
kantor ini memiliki fasilitas-fasilitas kantor pada umumnya yaitu tempat parkir, mushola, 
alarm serta ruang kerja yang terdiri dari:
Lantai I : Ruang Customer Service dan Selling Officer, Ruang Teller      Service, Ruang 
Accounting & Control Unit.
Lantai II :  Ruang Pimpinan (Branch Manager), Ruang Rapat, Ruang Sekretaris, Ruang 
General Branch Administration, Ruang Loan Administration, Ruang Loan Service
dan perpustakaan.
Lantai III :   Ruang Collection and Work Out, Ruang Dokumen dan Aula.
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta wilayah kerjanya se-eks Karisidenan 
Surakarta yang meliputi Kotanadya Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.
Dalam rangka untuk memasyarakatkan dan mendukung kegiatan opersionalnya, maka Bank
BTN Cabang Surakarta sampai saat ini telah memiliki 5 Kantor pelayanan. Yaitu:
1. Kantor Cabang Pembantu Kentingan UNS
2. Kantor Cabang Pembantu Mojosongo
3. Kantor Cabang Pembantu Klaten
4. Kantor Cabang Pembantu Palur
5. Kantor Cabang Pembantu Sukoharjo




PELAYANAN PRIMA (Service Excellence)
1. Ramah, sopan dan bersahabat
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2. Peduli, proaktif dan cepat tanggap
Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal)
Menggali Pikir Untuk Nilai “TAMBAH”
POLA PRIMA
INOVASI (Innovation)
3. Berinisiatif melakukan penyempurnaan
4. Berorientasi menciptakan nilai tambah
Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang 
memberi nilai tambah bagi perusahaan.
Melangkah Pasti Didepan Melambungkan “ETOS KERJA”
POLA PRIMA
KETELADANAN (Exemplary Behavior)
5. Menjadi contoh dalam perilaku baik dan benar
6. Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja
Mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan Nilai-
nilai Budaya Kerja Bank BTN bagi insan Bank BTN dan pihak-pihak yang terkait. 
Bersama Team mengembangkan diri untuk “KEMAJUAN PERUSAHAAN”
POLA PRIMA
PROFESIONALISME (Professionalism)
7. Kompeten dan bertanggung jawab
8. Bekerja cedas dan tuntas
Kompeten dibidangnya dan senatiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja 
terbaik serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh insan Bank BTN.
Menyatukan Hati & Kata untuk sebuah tujuan “SUKSES”
POLA PRIMA
INTEGRITAS (Integrity)
9. Konsisten dan disiplin
10. Jujur dan berdedikasi
Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, 
kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.
MAJU secara Bersama untuk Kesejahteraan “BERSAMA”
POLA PRIMA
KERJASAMA
11. Tulus dan terbuka
xxxix
12. Saling percaya dan menghargai
Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak 
lain yang dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan 
bersama.
b. Nilai-nilai Dasar
       Nilai-nilai dasar yang dianut oleh jajaran Bank BTN untuk mewujudkan dan 
melaksanakan Pola Prima adalah sebagai berikut:
1. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, pegawai Bank BTN taat melaksanakan 
dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara khusuk
2. Pegawai Bank BTN selalu berusaha untuk menimba ilmu guna meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilanya demi kemajuan Bank BTN 
3. Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk 
mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang terbaik.
4. Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN dan 
semua Stakeholders, sebagai perwujudan dari pengabdian yang didasari oleh 
semangat kesedian berkorban tanpa pamrih pribadi.
5. Pegawai Bank BTN selalu bekerja secara professional yang kompeten dalam bidang 
tugasnya.
c. Etika Perorangan
Etika Perorangan Pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut:
1. Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan 
kegiatan Bank BTN
3. Menghindari diri dari pertsaingan yang tidak sehat
4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi
5. Menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat 
pertentangan kepentingan
6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan bank BTN
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan 
Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, social dan lingkungannya
8. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya keluarganya
9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya
d. Pedoman Pegawai
Pedoman untuk semua pegawai Bank BTN:
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1. Kita layani secara IKHLAS, SOPAN dan SANTUN semua langganan Bank BTN dengan 
SENYUM, SALAM dan SAPA
2. Dalam menunaikan tugas kita pedomani 3 JANGAN
2.1. Jangan TERLAMBAT atau MENUNDA pekerjaan
2.2. Jangan membuat KESALAHAN
2.3. Jangan MENERIMA apalagi MEMINTA atau MENGAMBIL, sesuatu yang bukan 
haknya 
3. Kita laksanakan semua tugas dengan baik secara PROFESIONAL supaya Bank BTN 
MAJU, BERKEMBANG, SOLID dan SEHAT sehingga KESEJAHTERAAN pegawai dan 
keluarga MENINGKAT
E. Sruktur Organisasi 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah menerapkan prinsip divisionalization atau 
departemenisasi dalam pembentukan struktur organisasinya. Departemenisasi merupakan 
aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu 
atau fungsi tertentu. Departemenisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 
Surakarta atau yang sering disebut Bank BTN didasarkan pada adanya fungsi yaitu 
pembentukan satuan-satuan organisasi yang masing-masing diserahi mengurus sekelompok 
aktivitas yang tergolong sejenis menurut sifat, pelaksanaan maupun pertimbangan lainnya.
Direksi bank telah mengidentifikasi bahwa peningkatan operasional PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) pada kantor cabang merupakan suatu fokus yang penting dan 
reorganisasi struktur organisasi cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Tujuan 
dari reorganisasi struktur organisasi cabang adalah untuk memperbaiki efisiensi dan 
efektivitas dari setiap pegawai dan unit kerja melalui struktur organisasi cabang yang lebih 
sederhana dan dinamis. Struktur organisasi cabang ini mempunyai pemisahan fungsi front 
office dan back office. Perbedaan antara fungsi yang berhubungan langsung dengan nasabah 
(front office) dan fungsi pendukung 
(back office) yaitu :
a. Setiap unit kerja akan mempunyai tanggung jawab, wewenang dan alur laporan yang 
jelas.
b. Fungsi – fungsi umum hanya dikerjakan oleh satu unit.
Struktur organisasi dari segi kedudukannya dapat dibedakan menjadi dua macam 
bagian organisasi, yaitu bagian organisasi inti dan bagian organisasi tidak inti. Bagian 
organisasi inti adalah bagian – bagian organisasi yang berkedudukan langsung dibawah 
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pucuk pimpinan, Sedangkan bagian tidak inti adalah bagian – bagian organisasi yang 
berkedudukan  dibawah bagian inti. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang 
Surakarta memiliki struktur organisasi inti yaitu: Manajer Cabang (Branch Manager) yang 
membawahi para kepala seksi yaitu Retail Service Head, Operation head, Accounting & 
Control Head, serta Collection & Workout Head. Selain itu, Branch Manager juga 
membawahi Kepala – Kepala Kantor Cabang Pembantu. Branch Manager berperan sebagai 
induk dari Kepala Seksi Kantor Cabang  dan Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga 
memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi dalam rangka pelaksanaan organisasi di 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 































Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta
Tugas dan Fungsi Masing- masing Bagian
1. Branch Manager (Kepala Cabang)
Fungsi: 
a. Pengembangan bisnis cabang
1) Mengelola hubungan dengan nasabah prima 
2)   Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang
3) Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya pemasaran
4) Menciptakan, memastikan, dan meningkatkan keuntungan usaha cabang
b. Perencanaan dan penyusunan kebijakan
1) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat 
2) Menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang 
3) Membuat perencanaan sumber daya manusia
c. Pengawasan dan pwersetujuan trsnsaksi bisnis cabang
1) Mengambil kepentingan bisnis
2) Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak lazim




a. General Branch Administration (GBA)
1) Pengelolaan Logistik
2) Menjaga keamanan




1) On The Spot (OTS)
2) Taksasi ( Appraise )
3) Administrasi kepegawaian
4) Dokumentasi kredit
5) Administrasi kredit umum
c. Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing)
1) Melakukan proses kliring 
2) Memproses transaksi angsuran kredit pemilikan rumah
3) Mengadministrasikan transaksi tabungan kantor pos
4) Pemrosesan On-Line real time melalui RTGS
5) Melakukan pemrosesan transaksi pemindahbukuan non tunai
6) Memelihara transaksi cabang
3. Ritel Service SH
Fungsi:
a. Loan Service (Layanan Kredit)
1) Memberikan pelayanan kepada nasabah
2) Memproses permohonan kredit 
3) Menganalisa permohonan kredit
4) Memproses perluasan kredit
b. Teller Srevice (Layanan Teller)
Merupakan unit kerja dibawah sie retail service yang menangani nasabah dalam 
penyetoran uang tunai. Tugasnya antara lain:
1) Melayani setoran tunai angsuran kredit kepemilikan rumag cabang sendiri 
maupun cabang lain
2) Melayani penabungan dan penarikan uang tunai
3) Melayani setoran dan pembayaran deposito
4) Mengelola proses kas cabang
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5) Menerima transaksi giro
6) Menerima transaksi pemjemputan uang tunai
7) Melakukan penjualan dana keluar
8) Memelihara rekening Subsidiary Ledger (SL)
9) Melayani kebutuhan nasabah lainnya
c. Customer Service (Layanan Nasabah)
Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1) Memberikan pelayanan tabungan loket cabang
2) Memberikan pelayanan tabungan kantor pos
3) Melayani proses pembukuan rekening rupiah dan valas
4) Melayani proses penutupan dan perpanjangan rekening rupiah dan valas
5) Memproses permohonan kredit’
6) Pelayanan nasabah lainnya
7) Administrasi transaksi loket cabang
8) Melaksanakan penjualan keluar
4. Accounting SH
Fungsi:
a. Pembukuan dan Kontrol (Bookkeping and Control)
1) Kontorl dan transaksi harian
2) Mengelola pembukuan transaksi
3) Pembuatan jurnal transaksi
4) Melakukan pencocokan transaksi
b. Pelaporan (Finanacial Reporting)
1) Membuat laporan cabang
2) Sistem informasi manajemen cabang
3) Mengadministrasikan pelaporan cabang
5. Supervisor Collection Work Out/CWO ( Supervisi Pembinaan dan Penyelamatan 
Kredit)
Fungsi:





Kinerja dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surakarta sangat 
tergantung dari responsivitas para pegawai terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan 
nasabah. Responsivitas pegawai yaitu menyangkut daya tangkap pegawai dalam 
mengetahui apa yang sebenarnya dikehendaki nasabah.
  Tingkat responsivitas dianggap sangat penting dalam memperlancar kegiatan 
organisasi yakni PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surakarta. Oleh 
karena itu, maka diperlukan adanya pegawai yang handal dan berkompeten di bidangnya 
baik pendidikan maupun keahlian (Skill). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 
Surakarta mempunyai pegawai tetap sebanyak 41 orang yang dikelompokkan sebagai 
berikut :
a. Menurut Jumlahnya
Sampai dengan tanggal 29 Januari pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 
Surakarta diperinci sebagai berikut :
Tabel 3.1
Keadaan pegawai PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta





     Sumber : Bag. Personalia PT. Bank Tabungan Negara Cab. Surakarta
Dari data diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang bekerja di PT. Bank Tabungan Negara 




BRCO / Pengawas 1
Kepala Seksi 4
Staff  Pegawai 35
Jumlah 41
xlvi
Sumber : Bag. Personalia PT. Bank Tabungan Negara Cab. Surakarta
b. Menurut Jenjang Pendidikan
Tabel 3.3
Keadaan pegawai PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta
Menurut jenjang pendidikan
Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)
Pasca Sarjana (S2) 4
Sarjana (S1) 10
Sarjana Muda (D3) 17
SLTA 10
Jumlah 41
Sumber : Bag. Personalia PT. Bank Tabungan Negara Cab. Surakarta
c. Menurut Jabatan
Tabel 3.4
Keadaan pegawai PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta
Menurut jabatan per 31 Desember 2009
No Jabatan Jumlah
1 Branch Manager 1
2 BRCO 1
3 Operation Section Head 1
4 Ritel Service Head 1
5 Accounting Section Head 1
6 Supervisor CWO 1
7 Staf General Branch Administration 2
8 Staf Loan Administration 3
9 Staf Transaction Processing 4
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10 Staf Loan Service 5
11 Head Teller 1
12 Staf Customer Service 4
13 Staff Selling Officer 2
14 Staf ACC 2
15 Staf CWO 7
16 Teller 5
Jumlah 41
Sumber : Bag. Personalia PT. Bank Tabungan Negara Cab. Surakarta
  G. Jasa dan Layanan
1. ATM BATARA
Manfaat:
1) Penarikan uang tunai 
2) Transfer antar rekening di Bank BTN
3) Pembayaran angsuran KPR
4) Pembayaran tagihan telepon
5) Pembayaran tagihan listrik 
6) Pembayaran tagihan telepon seluler
7) Isi Ulang pulsa telepon seluler
8) Dapat digunakan diseluruh jaringan ATM berlogo Link dan ATM Bersama
9) Pendaftaran SMS BATARA
10) Untuk berbelanja di berbagai merchant
Ketentuan:
1) Memiliki rekening Tabungan Batara
2) Tidak dikenakan biaya administrasi
3) Bebas penarikan meksimal Rp. 2.000.000,- per hari
4) Transfer antar rekening maksimal Rp. 5.000.000,- per hari
2. KIRIMAN UANG
Jasa kiriman uang dalam valuta Rupiah dan valuta asing melalui jaringan Online di outlet 
Bank BTN di seluruh Indonesia dan media elektronik (SWIFT) untuk pengiriman uang ke 
luar negeri yag didukung oleh bank korespondensi di seluruh dunia.
Dalam Negeri dengan sarana :
1) Surat ( mail transfer )
2) Telex / telepon
xlviii
3) Real Time Gross Setllement (RTGS)











1) Aman dan cepat.
2) Memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang dalam mata uang rupiah 
dengan biaya kompetitif.
3) Dilayani di seluruh outlet Bank BTN.
4) Penerima transfer adalah pemegang rekening BTN atau diambil tunai
5) Setoran dapat dilakukan secara tunai meupun pemindahbukuan menggunakan 
warkat kliring.
6) Dapat menggunakan BI-RTGS (Real Time Groos Settlement) untuk pengiriman secara 
Online real time ke seluruh Indonesia.
Syarat :
1) Dapat dilakukan oleh nasabah dan non nasabah.
2) Mengisi formulir setoran.
3) Membayar biaya pengiriman.
3. INKASO
Warkat Inkaso sendiri:
Warkat yang diterbitkan oleh kantor cabang Bank BTN yang wilayah    kliringnya berbeda 
dengan wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim. 
Warkat Inkaso Bank lain:
Warkat Inkaso yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya   berbeda dengan 
wilayah kliring bank pengirim.
4. MONEY CHANGER 
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Layanan jual/beli mata uang asing tertentu yang mempunyai catatan kurs pada Bank 
Indonesia. 
Ketentuan:
Transaksi Money Changer dapat dilayani di kantor cabang Devisa dan Money Changer.
5. INKASO LUAR NEGERI (Collection)
a) Outward Collection (inkaso keluar)
Pengirim Warkat – warkat valuta asing dari kantor cabang bank BTN kepada Bank 
koresponden di luar negeri, untuk ditagihkan kepada bank penerbit.
b) Inward Collection (inkaso masuk)
Penerimaan warkat-warkat valuta asing (clean collection) dari bank koresponden Bank 
BTN diluar negeri untuk ditagihkan pembayarannya kepada tertarik di dalam 
negeri. Umumnya berupa warkat-warkat tanpa dokumen.
6. SAFE DEPOSIT BOX
Sarana penyimpanan barang/surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari resiko 
kebakaran, kejahatan, bencana alam dsb.
Ketentuan:
1) Dapat disewa oleh perorangan / lembaga
2) Ukuran box bervariasi
3) Jangka waktu SDB sesuai ketentuan bank
7. BANK GARANSI
Manfaat:
1) Melaksanakan order pekerjaan dari pemerintah atau swasta
2) Pembongkaran barang-barang dari kapal sebelum asli konosemen (bill of lading) 
datang 
3) Pembelian/penebusan barang-barang dari penjual (produsen/dealer/agen) dengan 
pembayaran secara angsuran atau pembayaran belakang
4) Penannguhan pembayaran kewajiban tertentu kepada negara (Ditjen Bea Cukai)
Ketentuan:
1) Pemohon adalah koperasi atau Badan Usaha 
2) Telah menjadi nasabah Bank BTN
3) Jaminan : uang tunai, tanah, bangunan, deposito, Garansi Bank lain,   cek
8. RTGS (Real Time Gross Sttlement)





9. PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI (BPIH)
Memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji berkat sistem online dan SISKOHAT
Persyaratan:
1) Melakukan penyetoran BPIH dengan melampirkan : Surat kepastian keberangkatan 
ibadah haji dari Kandepag setempat
2) Setoran BPIH dilunasi sekaligus
3) Saat dimulai dan berakhirnya waktu penyetoran, ditentukan pemerintah (Depag)
10. SMS BATARA
Fasilitas layanan transaksi perbankan yang dapat di akses dari telepon   seluler dengan 
cukup mengetik SMS ke nomor 3555
Jenis Transaksi :
1) Informasi saldo rekening tabungan, giro dan kredit
2) Informasi Transaksi
3) Informasi kurs mata uang asing
4) Informasi suku Bunga
5) Transfer antar rekening di Bank BTN
6) Pembayaran KPR BTN, Tagihan listrik, Telephone dan Telepon seluler
7) Pembelian pulsa isi ulang telepon seluler
11. BATARA PAYROLL
Layanan Bank BTN Bagi Pengguna Jasa (Perusahaan, Perorangan, Lembaga) dalam 
mengelola pembayaran gaji, THR dan Bonus serta kebutuhan finansial lainnya yang 
bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa.
Manfaat:
1) Aman terhindar dar penyediaan uang tunai dalam jumlah besar
2) Mudah, cukup menyediakan data pembayaran bagi karyawan secara  rutin 
3) Akurat, kesalahan data pembayaran dapat dikurangi
4) Mendapatkan kartu ATM Batara
5) Fasilitas kredit ringan tanpa agunan
6) Rate dan layanan khusus untuk perusahaan anda
Ketentuan:
1) Pengguna Jasa memiliki rekening giro aktif di Bank BTN
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2) Karyawan penerima gaji memiliki rekening Tabungan atau Giro di Bank BTN
3) Memiliki karyawan penerima gaji yang mengikuti ayanan Payroll minimal 20 orang.
4) Mengajukan permohonan tertulis untuk menggunakan fasilitas Batara Payroll
12. PAYMENT POINT
Penerimaan pembayaran berbagai tagiahan secara online antara lain:
1) Tagihan Telepon
2) Tagihan Listrik
3) Tagihan Telepon Seluler
4) Isi Ulang Telepon Seluler 
5) Tagihan Air
6) Pembayaran Pajak secara online dengan Ditjen Pajak melalui loket Bank BTN untuk:
Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak lainnya.
Pembayaran tagihan tersebut dapat dilakukan melalui:
1) Setoran tunai
2) ATM Batara selama 24 jam
3) Pemindahbukuan
4) Autodebit dari redkening tabungan atau giro di Bank BTN
5) Loket Bank BTN secara tunai
6) SMS Batara
13. SPP ONLINE
Pembayaran uang sekolah/kuliah dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem Real Time 
On-line
1) Melalui loket Bank BTN dan fasilitas lain yang akan dikembangkan kemudian
2) Mudah  Input NIM saja
3) Aman  Bisa dengan tunai dan pemindahbukuan
4) Akurat  Online Update ke data sekolah / universitas
  H.    Produk Dana
1. TABUNGAN BATARA
Manfaat :
1) Mendapatkan kartu ATM Batara
2) Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan semua kantor Cabang / Online
3) Bunga bersaing
4) Fasilitas rekening bersama (joint account)
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5) Fasilitas Auto Debet untuk Angsuran KPR, Tagihan Telepon, Listrik dan Telepon 
Seluler
6) Fasilitas Auto Transfer ke Rekening Bank BTN atau Bank lain
7) Fasilitas asuransi jiwa bebas premi
8) Dapat dijadikan jaminan kredit
Persyaratan:
1) Penabung dapat perorangan atau lembaga
2) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
3) Fotokopi KTP atau identitas lainnya
4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
2. TABUNGAN E – BATARA POS
Manfaat:
1) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di outlet Bank BTN & Kantor Pos online
2) Memperoleh kartu ATM
3) Fasilitas Auto Debet untuk angsuran KPR, Tagihan Telepon, Listrik dan Telepon 
Seluler
Persyaratan:
1) Penabung dapat perorangan atau lembaga
2) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
3) Fotokopi KTP atau identitas lainnya
4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
3. TABUNGAN HAJI NAWAITU
Manfaat :
1) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan beribadah haji
2) Dapat dibuka di loket Bank BTN yang terhubung dengan Siskohat Departemen 
Agama 
3) Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh loket Bank BTN
Persyaratan:
1) Penabung adalah perorangan
2) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
3) Fotokopi KTP atau identitas lainnya
4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. TABUNGAN BATARA PRIMA
Manfaat:
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1) Bunga bersaing 
2) Fasilitas rekening bersama (joint account)
3) Memperoleh bonus apabila tidak menarik dana selama 2 bulan
4) Memperoleh fasilitas point reward yang dapat ditukarkan dengan hadiah langsung
5) Memperoleh asuransi jiwa bebas premi untuk penabung peorangan dilakukan di 
semua kantor cabang (secara Online real time)
6) Penyetoran dan penarikan dapat 
Persyaratan:
1) Penabung dapat perorangan atau lembaga perusahaan 
2) Fotokopi KTP atau identitas lainnya
3) Setoran awal minimal untuk perorangan Rp. 2 juta, untuk lembaga Rp. 5 juta
4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
5. GIRO
Manfaat:
1) Sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya
2) Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan 
3) Memudahkan aktivitas kebutuhan keluarga / pribadi / usaha
4) Mendapatkan jasa giro yang menarik
5) Dapat dibuka dalam mata uang Rupiah dan Valas
Persyaratan:
Khusus untuk giro valas dapat di buka di seluruh kantor cabang devisa
Perorangan:
1) Umur minimal 18 th/ sudah dewasa menurut hukum
2) Fotokopi kartu tanda identitas diri : KTP/SIM/Paspor
3) Tidak termasuk daftar hitam BI
4) Surat referensi
Perusahaan /Lembaga:
1) Foto kopi akte pendirian perusahaan / Anggaran Dasar, izin usaha dan NPWP
2) Surat kuasa khusus untuk bertindak untuk bertindak atas nama perusahaan
3) Cap perusahaan
4) Surat Referensi 




1) Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit
2) Bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok
3) Bunga deposito dapat dipindah bukukan untuk pembayaran angsuran kredit, 
rekening listrik dan telepon
4) Jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1,3,6,12 hingga 24 bulan
5) Bunga menarik
6) Dapat dibuka dalam mata uang Rupiah dan Valas
Persyaratan:
1) Khusus untuk deposito valas dapat dibuka di seluruh kantor cabang devisa 
2) Dapat dibuka atas nama perorangan atau perusahaan/lembaga
3) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing 
I.    Produk Kredit
1. KPR BERSUBSIDI
Fasilitas kredit subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk pemilikan/pembelian 
rumah sederhana sehat ( RHS )
Syarat dan ketentuan : 
1) Pemohon memiliki penghasilan kurang dari Rp 2. 500.000,00
2) Batas maksimal harga jual rumah KPR subsidi sesuai ketentuan pemerintah
3) Bentuk bantuan berupa subsidi seilisih bunga atau subsidi uang muka
2. KPR GRIYA UTAMA
Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian rumah  / apartemen lama / baru.
Syarat dan ketentuan :
1) Pemohon adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah
2) Memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha dalam bidangnya minimal 1 
tahun
3) Telah menjadi penabung Tabungan Batara
4) Jaminan kredit adalah tanah dan rumah / apartemen / susun yang dibeli melalui 
fasilitas KGU
Keunggulan:
1) Produk bervariasi, Ready Stock & Indent
2) Maksimal kredit adalah 80% dari taksasi Bank untuk debitur non kolektif dan 90 % 
untuk debitur kolektif
3) Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun
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4) Suku bunga bersaing
5) Persyaratan ringan dan cepat
3. KPR PLATINUM
Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian rumah / apartemen, termasuk take over 
dengan Nilai kredit lebih dari Rp. 150 juta.
Syarat dan ketentuan:
1) Pemohon adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah
2) Memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha dalam bidangnya minimal 1 
tahun
3) Telah menjadi penabung Tabungan Batara
4) Jaminan kredit adalah tanah dan rumah / apartemen / susun yang dibeli melalui 
fasilitas KPR Platinum
Keunggulan:
1) Produk bervariasi, Ready Stock & Indent
2) Maksimal kredit adalah 80% dari taksasi Bank untuk debitur non kolektif dan 90 % 
untuk debitur kolektif
3) Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun
4) Lokasi Rumah Marketable
5) Suku bunga bersaing
6) Persyaratan ringan dan cepat
4. KREDIT PEMILIKAN APARTEMEN
Fasilitas kredit untuk membeli apartemen jadi ( baru/bekas ), apartemen
indent atau take over dari bank lain.
Keunggulan:
1) Nilai kredit bebas 
2) Jangka waktu maksimal 15 tahun
3) Maksimal kredit s/d 70% harga jual setelah diskon atau harga pasar wajar 
berdasarkan taksasi appraisal
4) Persyaratan ringan dan proses cepat
5. KREDIT PEMILIKAN RUKO ( KP RUKO )
Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank untuk membeli Rumah Toko,
Rumah Usaha, Rumah Kantor dan Kios.
Syarat dan Ketentuan:
lvi
1) Terletak di area komersil
2) Bangunan sedikitnya dua lantai
3) Harga Jual Bebas
4) Dilengkapi IMB dan sertifikat tanah, minimal SHGB
Keunggulan :
1) Maksimal kredit adalah 70% dari taksasi Bank
2) Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun
3) Persyaratan ringan dan proses cepat
6. KREDIT GRIYA MULTI 
Fasilitas kredit yang diberikan untuk berbagai keperluan seperti renovasi
rumah, modal kerja, sekolah atau kebutuhan konsumtif lainnya.
Syarat dan ketentuan:
1) Pemohon adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah
2) Memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha dalam bidangnya minimal 1 
tahun
3) Telah menjadi penabung Tabungan Batara
4) Jaminan kredit adalah tanah dan bangunan
5) Dilengkapi IMB dan sertifikat tanah, minimal SHGB
Keunggulan:
1) Maksimal kredit adalah 75% dari taksasi Bank untuk debitur kolektif dan 70% untuk 
debitur non kolektif
2) Jangka waktu kredit maksimal 10 tahun
3) Suku bunga bersaing
4) Persyaratan ringan dan proses cepat
7. KREDIT SWA GRIYA
Fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan membangun rumah diatas
lahan milik sendiri.
Syarat dan ketentuan:
1) Jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang dibiayai
2) Dilengkapi IMB dan sertifikat tanah, minimal SHGB
3) Menyampaikan RAB bangunan
Keunggulan:
1) Maksimal kredit adalah diatas 90% dari RAB dengan ketentuan tidak melebihi 75% 
dari taksasi Bank atas nilai tanah
lvii
2) Lokasi lahan Marketable
3) Suku bunga bersaing
4) Persyaratan ringan dan proses cepat
8. KREDIT SWADANA
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana segera dengan 
jaminan tabungan atau deposito yang ditempatkan di Bank BTN.
Syarat dan ketentuan:
1) Pemohon adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah
2) Memiliki simpanan dalam bentuk tabungan / deposito dan memenuhi syarat untuk 
dijadikan jaminan kredit
3) Jangka waktu kredit minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang atas persetujuan Bank BTN
Keunggulan:
1) Proses cepat dan persyaratan ringan
2) Maksimum kredit adalah 90% dari jumlah dana yang dijaminkan
3) Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan non PRK
9. KREDIT PERUMAHAN PERUSAHAAN
Fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk penyediaan fasilitas perumahan 
dinas perusahaan ataupun fasilitas pemilikan rumah pegawai yang didasarkan pada 
kerjasama antara Bank dengan perusahaan dalam mendukung program perumahan. 
Syarat dan ketentuan:
1) Pemohon adalah perusahaan atau Badan Usaha
2) Memiliki rekening Giro di Bank BTN
3) Ada company guarantee dari perusahaan
Ketentuan Kredit:
4) Maksimal kredit adalah 75% s/d 90% dari biaya pembangunan atau harga pembelian 
rumah
5) Jaminan kredit adalah rumah dan tanah yang dibiayai dari KPP
6) Jangka waktu kredit s/d 15 tahun
10. REAL CASH
Penyediaan dana tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan dapat ditarik sewaktu –
waktu ( standby loan ).
Syarat dan ketentuan:
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1) Pemohon adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah serta pada usia 65 
tahun kreditnya telah lunas
2) Memiliki KPR atau kredit perorangan lain di bank BTN
3) Dana dapat ditarik diseluruh jaringan ATM Bank BTN menggunakan kartu REAL Cash 
atau di loket-loket Bank BTN
Keunggulan :
1) Diberikan atas kelebihan agunan kredit, karena adanya penurunan outstanding 
kredit
2) Jangka waktu 12 bulan dapat diperpanjang
3) Suku bunga lebih rendah dibanding produk sejenis di bank lain 
4) Beban biaya proses
11. KREDIT RINGAN BATARA (KRB)
Fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan perusahaan Pengguna Jasa Batara Payroll 
dengan agunan gaji karyawan.
Syarat dan ketentuan:
1) WNI, usia minimal 21 tahun atau telah menikah
2) Karyawan dengan status pegawai tetap dan masih aktif bekerja pada perusahaan 
Pengguna Jasa Batara Payroll Bank BTN
3) Telah menjadi pegawai tetap minimal 1 tahun pada Pengguna Jasa Batara Payroll 
Bank BTN
4) Mendapat rekomendasi dari manajemen dari manajemen Pengguna Jasa Batara 
Payroll Bank BTN tempat yang bersangkutan bekerja
5) Mempunyai penghasilan yang dapat menjamin kelancaran pembayaran angsuran 
selama jangka waktu kredit
6) Nasabah Tabungan Batara atau Giro Batara
Keunggulan:
1) Proses cepat dan persyaratan ringan 
2) Maksimal kredit s/d Rp. 100 juta
3) Suku bunga bersaing
4) Jangka waktu kredit s/d 5 tahun
12. KREDIT USAHA MIKRO & KECIL (KUMK)
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Kredit untuk meningkatkan akses usaha Mikro dan Kecil terhadap dana   pinjaman guna 
pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang relatif ringan dan 
terjangkau.
Syarat dan ketentuan:
1) Maksimal kredit untuk usaha mikro sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Rp. 
500.000.000,00 untuk usaha kecil
2) Pembiayaan sendiri minimal 20% dari kebutuhan modal kerja untuk KUMK modal 
kerja dan minimal 25% dari total biaya investasi untuk KUMK investasi
3) Jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali untuk KUMK modal 
kerja dan 1 tahun untuk KUMK investasi.
13. KREDIT YASA GRIYA 
Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank untuk membantu modal kerja dalam rangka 
pembiayaan pembangunan proyek perumahan.
Syarat dan ketentuan:
1) Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, 
Perseroan Komanditer (CV), dan perorangan
2) Pemohon adalah pengembang anggota REI/APERSI
3) Berpengalaman sebagai pengembang 
4) Memiliki usaha sdi bidang real estate
5) Memiliki rekening Giro di Bank BTN
6) Tidak tercantum dalam daftar hitam BI
Keunggulan:
7) Jumlah kredit maksimum 80% dari jumlah keperluan pembiayaan konstrukri
8) Jangka waktu kredit sesuai dengan estimasi proyek berdasarkan skala proyek, 
penjualan dan cash flow
14. KREDIT PENDUKUNG PERUMAHAN
Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja dan atau investasi, 
khususnya kepada sektor industri yang terkait dengan perumahan, termasuk usaha –
uasaha penunjang.
Syarat dan ketentuan:
1) Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, 
Perseroan Komanditer (CV), dan perorangan
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2) Pengalaman dibidangnya minimal 1 tahun
3) Berkedudukan dalam wilayah RI
4) Memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan usaha
5) Telah menjadi pemegang rekening giro di Bank BTN
6) Agunan pokok berupa proyek/usaha yang dibiayai dan agunan tambahan yang 
ditentukan oleh Bank
Keunggulan:
7) Kredit Modal Kerja diberikan maksimal 70% dan kebutuhan modal kerja, maksimal 
kredit investasi sebesar 65% dari total biaya investasi
8) Jangka waktu maksimal 36 bulan untuk KMK dan maksimal 60 bulan untuk KI
15. KREDIT MODAL KERJA KONTRAKTOR
Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai 
dengan kontrak kerja. 
Syarat dan ketentuan:
1) Pemohon adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa pemborongan dalam arti 
luas atas dasar kotrak kerja atau SPK
2) Memiliki pengalaman di bidang pemborongan minimal 1 tahun
3) Memiliki rekening Giro di Bank BTN
4) Tidak tercantum dalam daftar hitam BI
16. KREDIT INVESTASI
Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan investasi baru, perluasan 
modernisasi atau rehabilitasi
Syarat dan ketentuan :
1) Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, 
Perseroan Komanditer (CV), dan perorangan
2) Memiliki semua perizinan yang diperlukan untuk melakukan investasi 
3) Pengalaman di bidang investasi yang akan dibiayai
4) Memiliki Giro di Bank BTN
5) Pencarian sesuai dengan prestasi proyek di lapangan
6) Tidak tercantum dalam daftar hitam BI
J.  Uraian Pekerjaan pada Transaction Processing Unit
Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta terdiri dari beberapa bagian 
dengan klasifikasi dan uraian pekerjaan (Job Description) masing – masing bagian yang 
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berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian kerja bagi tiap unit kerja di PT. 
Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Surakarta.
1. Transaction Processing Head
Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta, peranan Transaction 
Processing Unit dipegang oleh Operation Assistant manager. Hubungan kerja 
Transaction processing Head meliputi dengan : Tellet Service Unit, Customer 
Service Unit Loan Service Unit, Collection & Work Out Supervisor, Accounting & 
Control Assistant Manager, Loan Administration Unit, General Branch 
Administration, Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan para staff yang 
dibawahinya, yaitu Clearing Staff, Processing Staff, Data Entry Operator, dan 
Fund Administration Staff.
Transaction Processing Head bertanggung jawab atas :
a. Aktivitas proses transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.
b. Terselenggaranya pengujian usulan perbaikan ke kantor pusat.
c. Berlangsungnya operasional infrastruktur kantor cabang dan kantor cabang 
pembantu.
d. Berlangsungnya transaksi ATM Batara dan ATM Link.
e. Berlangsungnya transaksi kliring.
f. Berlangsungnya transaksi luar negeri.
g. Transaksi tabungan batara kantor pos.
h. Pembayaran angsuran KPR via kantor pos dan aplikasi lainnnya di back office.
i. Rekonsiliasi antara report di Tendem, Jurnal Sheet dan GL untuk transaksi 
ATM dan Link Himbara.
j. Akurasi proses transaksi operasional nontunai.
k. Kegiatan yang berkaitan dengan kliring di Bank Indonesia.
l. Akurasi entry data warkat kliring keluar dan warkat kliring masuk.
m. Akurasi proses efektif  kliring.
n. Akurasi proses laporan kliring harian untuk cash flow.
o. Proses Override & approval sesuai dengan batas kewenangannya.
2. Clearing Staff  (Petugas Kliring)
Clearing staff merupakan staff pegawai di Transactionn processing unit yang 
bertanggung jawab dan melaksanakan seluruh proses kliring mulai dari persiapan, 
penyerahan, penerimaan, pengembalian serta efektif kliring. Clearing staff 
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memiliki hubungan kerja dengan : Teller Service Unit, Loan Service Unit, General 
Branch Administration, Accounting & Control Section, dan kantor cabang 
pembantu. Pada dasarnya clearing staff bertanggung jawab atas :
a. Kelengkapan dan akurasi hasil entry data warkat kliring.
b. Kelengkapan pengisisan warkat bank lain dan warkat PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Cabang Surakarta. Dalam kelengkapan pengisian warkat, 
termasuk dalam pencantuman sandi transaksi kliring berdasarkan jenis warkat. 
Adapun jenis warkat dan sandi transaksi yang harus dicantumkan adalah :
Tabel 3.5
Jenis Warkat dan Sandi Transaksi dalam kliring
Jenis Warkat Sandi Transaksi
Cek 00 – 09
Bilyet Giro 10 – 19
Wesel bank untuk transfer 20 – 29
Surat Bukti Penerimaan Transfer 30 – 39
Nota Debet > 10.000.000
                   <  10.000.000
40 – 49, kecuali 45
45
Nota kredit 50 – 59
c. Kesuksesan proses kliring di Cabang. 
d. Persyaratan cek tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan penarik 
(termasuk jika cek tidak dilengkapi dengan nama jelas dan atau cap stempel 
sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukuan rekening giro). 
e. Syarat formal Bilyet Giro
Clearing staff memiliki uraian pekerjaan yang terdiri dari :
a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kliring di Bank Indonesia mulai 
dari persiapan kliring, kliring penyerahan, kliring penerimaan, kliring tolakan, 
dan efektif kliring.
b. Entry data warkat kliring keluar dan system kliring di Bank Indonesia.
c. Melakukan proses efektif kliring.
d. Proses laporan kliring untuk Cash Flow.
Aktivitas utama yang dilakukan antara lain :
a. Proses transaksi kliring
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b. Proses transaksi CN
c. Proses system kliring
d. Proses rekonsiliasi kliring.
e. Proses aktivitas kliring lainnya, yaitu memastikan kebenaran atas :
 Proses penyelesaian tolakan diluar jam kliring.
 Proses penyelesaian kliring dalam kondisi Off-line.
 Proses pencetakan laporan penyerahan Kliring Retail.
f. Proses pendistribusian warkat kliring, baik penerimaan warkat maupun 
penyerahan warkat.
Tabel 3.6





Setiap bulan rata – rata penerimaan warkat lebih besar jika 
dibandingkan dengan warkat penyerahan. Karena banyak 
nasabah bank lain yang melakukan penarikan dana kepada 
nasabah bank BTN.  
Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta
g. Proses administrasi giran.
h. Proses On-line real time melalui RTGS.
3. Processing Staff
Processing Staff memiliki tanggung jawab terhadap proses transaksi 
operasional non tunai dan melakukan proses transaksi yang merupakan tindak 
lanjut atas transaksi yang dilakukan oleh unit kerja yang lain. Processing staff
memiliki relasi kerja dengan Teller Service Unit, Loan Service Unit, General 
Branch Administation, Accounting & Control Section dan KCP.
Aktivitas utama yang dilakukan antara lain :
a. Proses administrasi nasabah.
b. Proses transaksi pembayaran angsuran kredit.
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c. Proses maintenance KPR, non KPR, dan kredit umum.
d. Proses biaya pra realisasi.
e. Proses blokir saldo rekening.
f. Proses transaksi tabungan, deposito, dan giro.
g. Proses transaksi lainnya :
 Proses pencairan saldo titipan rekening ditutup via pemindahbukuan.
 Proses retur CN Double entry.
 Penerbitan bukti pendebetan atas rekening nasabah.
 Proses transaksi atas penerbitan nota debet.
h. Proses kiriman uang.
i. Proses inkaso rupiah.
j. Proses transaksi ATM Batara dan ATM Link.
k. Melakukan inventory surat berharga.
l. Proses pembayaran biaya-biaya via pemindahbukuan.
m. Proses pembayaran pegawai.
n. Proses pencairan kredit dan lainnya.
o. Proses pembayaran annual fee untuk real cash.
p. Proses pencetakan report cash in cash out. 
4. Data Entry Operator
Data entry operator bertanggung jawab terhadap proses entry transaksi yang 
bersifat massal. Data entry operator memiliki hubungan kerja dengan Teller 
service unit, Loan service unit, General branch administration, Accounting & 
control section dan KCP.
Adapun jenis pekerjaan dari data entry operator adalah:
a. Melakukan entry transaksi kolektif KPR.
b. Melakukan proses entry transaksi pembayaran angsuran KPR via kantor pos.
c. Melakukan maintenance data transaksi host to host Telkom.
Aktivitas utama yang dilakukan :
a. Mengentry transaksi penabungan baru, lanjutan dan pengambilan tabungan 
kantor pos.
b. Melakukan proses EOD tabungan kantor pos.
c. Mengentry transaksis pembayaran KPR dengan nota kredit bank lain.
d. Mengentry transaksi pembayaran KPR melalui BNI.
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e. Mengentry transaksi pembayaran KPR di cabang lain.
5. Fund Administration Staff
Fund Administration Staff bertanggung jawab terhadap proses master dan 
administrasi tabungan Batara Kantor Pos, serta bertanggung jawab terhadap proses 
penyelesaian Dummy Tabungan Batara Kantor Pos. Hubungan kerja meliputi 
dengan : Teller Service Unit, Customer Service Unit, Accounting & Control 
Section, dan Kantor Cabang Pembantu. Ikhtisar pekerjaan Fund Administration 
Staff yaitu :
a. Melakukan proses master dan administrasi Tabungan Batara Kantor Pos





Dalam pelaksanaan kliring yang dinaungi oleh Bank Indonesia sebagai lembaga 
penyelenggara kliring Nasional perlu diperhatikan pelaksanaannya, terutama dalam segi 
penerapan prosedur yang tepat guna dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan kliring. 
Karena pada dasarnya prosedur yang tepat guna merupakan kesatuan  dari beberapa tahap 
kegiatan yang saling berkesinambungan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari 
adanya pelaksanaan kliring itu sendiri. Oleh karena itu sebagai bank pemerintah sekaligus 
bank yang telah ditunjuk sebagai bank peserta kliring, maka PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Cabang Surakarta berusaha melaksanakan kliring sesuai dengan prosedur dan 
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga kliring. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kliring.
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 yang telah diperbaharui 
dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 tentang penyelenggaraan kliring di 
Indonesia, maka PT. Bank Tabungan Negara menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank 
Indonesia (SKNBI). Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem 
kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian 
akhirnya dilakukan secara nasional. Kliring debet diselenggarakan oleh Penyelenggara 
Kliring Lokal (PKL) sedangkan untuk kliring kredit dilaksanakan oleh Penyelenggara 
Kliring Nasional (PKN). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bp. Heri Kristiawan (Staff 
Clearing Bank BTN Surakarta ) bahwa :
“Bank seluruh Indonesia menerapkan prosedur kliring SKNBI. Namun, apabila dalam 
keadaan offline dengan Bank Indonesia maka diselenggarakan kliring secara lokal. 
Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi bank – bank di kota besar, seperti Jakarta, 
Surabaya, Medan dan kota – kota besar lainnya yang melaksanakan kliring secara 
online dengan Bank Indonesia”.
Prosedur kliring SKNBI merupakan prosedur yang dinilai sangat efektif dalam 
merealisasikan sistem kliring yang kompeten, efisien, aman dan handal. Karena bertujuan 
untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip – prinsip 
manajemen resiko yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core principles yang 
dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dalam penyelenggaraan kliring.
A.1 Prinsip Umum dalam melaksanakan prosedur SKNBI
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a. Penyelenggaraan kliring terdiri dari kegiatan kliring debet dan kliring kredit. 
Kegiatan pada kliring debet masih disertai dengan penyampaian fisik warkat, 
sedangkan pada kliring kredit dilakukan secara paperless.
b. Dasar perhitungan pada SKNBI adalah Data Keuangan Elektronik (DKE).
c. Penyampaian DKE oleh peserta kepada penyelenggara dapat dilakukan secara on-
line maupun off-line.
d. Adanya mekanisme failure to settle dalam penyelenggaraan SKNBI. Melalui 
mekanisme ini, bank wajib melakukan pendanaan awal (prefund) sebelum 
mengikuti kegiatan kliring debet dan kliring kredit. Penyediaan prefund pada 
kliring kredit dapat dilakukan dalam bentuk cash prefund atau collateral prefund.
e. Jumlah minimum prefund yang harus disetorkan oleh bank pada kliring kredit 
adalah Rp. 1,00 (satu rupiah). Adapun pada kliring debet ditetapkan sebesar 
dalam 12 bulan terakhir.
f. Bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban awal (prefund) tidak dapat 
mengikuti kegiatan kliring pada hari tersebut..
g. Penyelesaian akhir (settlement) pada SKNBI terpisah antara kliringdebet dan 
kliring kredit. Penyelesaian akhir (settlement) kliring kredit dilakukan secara 
nasional berdasarkan Bilyet Saldo Kliring (BSK) Nasional dan dimungkinkan 
untuk melakukan lebih dari satu setelment. Sedangkan setelment untuk kliring 
debet dilakukan satu kali berdasarkan BSK nasional yang merupakan gabungan 
dari BSK Lokal.
A.2  Jenis Transaksi Kliring prosedur SKNBI
a. Kliring Debet 
1) Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan pengembalian, digunakan untuk 
transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet 
( Cek, Bilyet Giro, Nota debet).
2) Penyelenggaraan kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring 
oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
b. Kliring Kredit 
1) Digunakan untuk kegiatan kliring yang digunakan untuk transfer kredit antar 
bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).
2) Penyelenggara kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN.
A.3  Penyelenggara Kliring SKNBI
a. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)
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Yaitu uni kerja di Kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan 
menyelenggarakan SKNBI secara nasional. 
b. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)
Yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank 
Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah 
kliring tertentu.
A.4  Komponen Utama
SKNBI terdiri dari 3 komponen utama, yaitu :
a. Sistem Sentral Kliring (SSK) 
Merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh 
Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
b. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK)
Merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh 
Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
c. Terminal Peserta Kliring (TPK)
Merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh 
peserta.
A.5  Batasan Nominal
a. Nilai nominal warkat debet tidak dibatasi kecuali untuk warkat debet yang berupa 
nota debet, yaitu setinggi-tingginyan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per 
nota debet. Pembatasan nilai nominal pada nota debet tidak berlaku apabila nota 
debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditunjukkan kepada bank atau nasabah 
bank.
b. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring 
dibatasi di bawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 
A.6  Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund)
Dengan diterapkannya mekanisme FtS (Feilure to settle), maka sebelum mengikuti 
kliring debet dan kliring kredit, Bank wajib menyediakan prefund (pendanaan awal)
untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantorbank peserta 
dengan ketentuan :
a. Prefund kliring debet dan kliring kredit dilakukan secara terpisah.
b. Batas minimum prefund :
1) Kliring debet 
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Tagihan debet (incoming reward) harian terbesar selama 12 (dua belas) bulan 
terakhir dengan mengeluarkan data outlier.
2) Kliring kredit
Minimal nilai nominal Rp. 1,00 (satu rupiah).
c. Jenis prefund :
1) Kliring debet
Terdiri dari dana tunai (cash prefund) dan atau agunan (collaretal prefund).
2) Kliring kredit
Hanya dalam bentuk dana tunai (cash prefund).
d. Batas waktu penyediaan prefund adalah pukul 08.00 WIB.
A.7 Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring SKNBI
1. Biaya Proses Kliring Debet
Biaya proses kliring debet penyerahan terdiri dari :
a) Biaya proses kliring debet penyerahan di wilayah kliring yang pemilahan 
warkat debetnya dilakukan secara otomasi adalah sebesar Rp. 1.500,00 (seribu 
lima ratus rupiah).
b) Biaya proses kliring debet penyerahan di wilayah kliring yang pemilahan 
warkat debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) 
per transaksi yang merupakan biaya proses Data keuangan Elektronik (DKE)
debet.
c) Biaya tambahan yang dikenakan hanya kepada peserta yang memanfaatkan 
fasilitas pemilahan warkat debet berdasarkan kantor asal peserta penerima 
wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya dilakukan secara otomasi 
sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per warkat debet.
2. Biaya Kliring Kredit
Biaya proses kliring kredit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 
transaksi.
3. Biaya Warkat Debet Reject
a) Warkat debet reject adalah warkat debet dalam kliring penyerahan, yang 
diproses oleh PKL di wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya 
dilakukan secara otomasi, yang tertolak oleh mesin baca pilah.
b) Biaya warkat debet reject adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per
warkat debet reject.
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c) Dalam hal warkat debet reject melebihi 2% (dua persen), perhitungan biaya 
warkat debet reject dilakukan terhadap kelebihan prosentase warkat debet 
reject tersebut.
d) Biaya warkat debet reject dikenakan kepada peserta pengirim atau peserta 
penerima sesuai dengan alasan yang menyebabkan warkat reject.
4. Biaya pembuatan dan atau penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK).
Peserta dikenakan biaya pembuatan dan atau penggantian Tanda Pengenal 
Petugas Kliring (TPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Untuk Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) Proximity, baik yang 
dilengkapi dengan magnetic stripe maupun yang tidak dilengkapi magnetic 
stripe, dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Per 
Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK).
b) Untuk Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) tanpa Proximity yang 
dilengkapi magnetic stripe dikenakan biaya sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas 
ribu rupiah) per Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK).
c) Untuk Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) tanpa Proximity yang tidak 
dilengkapi magnetic stripe dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu 
rupiah).
5. Biaya Pemanfaatan Fasilitas Perekaman Data Hasil Kliring Dalam Bentuk 
Compact Disk (Fasilitas CD Kliring).
Biaya pemanfaatan fasilitas CD kliring di wilayah kliring yang pemilahan 
debetnya dilakukan secara otomasi diatur sebagai berikut :
a) Pengguna tetap dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu 
rupiah).
b) Pengguna tidak tetap dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima 
ribu rupiah).
c) Permintaan perekaman ulang CD kliring dikenakan biaya sebesar Rp. 
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
B. Prosedur Kliring SKNBI
B.1  Prosedur Kliring Debet 
Dalam proses kliring debet terdiri dari serangkaian kegiatan yang sesuai dengan 
prosedur yang diterapkan Bank Indonesia. Adapun mekanisme kegiatan dalam 
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Kliring penyerahan adalah bagian dari siklus Kliring guna memperhitungkan 
warkat dan atau Data Keuangan Elektronik (DKE) yang diserahkan oleh peserta 
kliring.
a. Menerima warkat kliring penyerahan yang disertai form setoran dari nasabah 
yang merupakan surat perintah untuk membayar ataupun menagih kepada 
nasabah bank lain yang juga merupakan peserta kliring melalui Teller. 
Penerimaan warkat kliring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan sebelumnya.
b. Melakukan pemeriksaan dan verivikasi terhadap warkat yang telah diterima, 
apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat dikliringkan atau tidak,
dan warkat yang dimaksud telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan Lembaga Kliring yaitu Bank Indonesia 
.Warkat yang dapat dikliringkan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, 
bernilai nominal penuh (100% dari face value) dan telah memenuhi tanggal 
efektif jatuh tempo. 
c. Warkat yang dapat dikliringkan dikirim ke Transaction Processing Unit untuk 
diproses oleh staff clearing (Clearingmen).
d. Membuat dan mencetak laporan data keuangan ( RPT RI509 ) untuk 
membandingkan dengan data yang telah di download.
e. Verivikasi data berdasarkan laporan data keuangan oleh section Head (kepala 
seksi).
f. Upload hasil verivikasi ke TPK (Terminal Peserta Kliring).
g. Membuat kartu batch dan encode yang merupakan alat bantu untuk 
mempermudah perhitungan warkat yang akan diserahkan peserta serta 
melakukan proses penggabungan data (batching) sesuai dengan laporan data 
keuangan.
h. Membuat data keuangan elektronik (DKE) kliring penyerahan berdasarkan 
warkat yang diterima dengan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan 
jumlah nominal warkat.
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i. Verivikasi Data Keuangan Elektronik (DKE), apabila telah memenuhi 
ketentuan dan spesifikasi maka Data Keuangan Elektronik (DKE) selanjutnya 
dapat dilaksanakan persetujuan (approval) oleh Section Head.
j. Menyimpan Data Keuangan Elektronik (DKE) dalam media rekam elektronik 
(disket, flashdisc, CD) sebagai bahan softcopy untuk diserahkan ke 
Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
k. Membuat dan mencetak laporan keuangan sebagai pengantar kliring.
l. Membubuhkan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dan diberi stempel 
“kliring”. Dalam warkat hanya terdapat 1 (satu) buah stempel, apabila warkat 
terdapat lebih dari 1 (satu) stempel maka stempel yang pertama harus 
dibatalkan terlebih dahulu. Pembatalan stempel dapat dilakukan dengan cara 
membubuhkan stempel “kliring dibatalkan” dan ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang serta mencantumkan nomor kode kelompok peserta pada 
lembar kliring yakni untuk kode kelompok kliring pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Cabang Surakarta  adalah 2000024.
m. Mengirim warkat debet, Data Keuangan Elektronik (DKE) debet, Disket dan 
laporan keuangan ke Bank Indonesia ( PKL ) melalui Clearingmen sebagai 
pengantar kliring. Pengiriman dapat dilakukan melalui sistem off-line.
2. Kliring Pengembalian (Retur)
Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna 
memperhitungkan warkat dan atau DKE debet kliring penyerahan yang ditolak 
berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan bank Indonesia atau karena 
tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya
a. Menerima warkat debet penyerahan dari Bank lain di Bank Indonesia melalui 
proses pendistribusian warkat.
b. Verivikasi warkat debet yang diterima apakah warkat tersebut dapat 
dikliringkan atau tidak. Warkat yang tidak dapat dikliringkan atau warkat 
tolakan adalah warkat debet yang  memenuhi salah satu atau lebih dari alasan 
penolakan sesuai dengan SE BI No.7/26/DASP Tanggal 22 Juli 2005. Adapun 
rincian tentang alasan penolakan terhadap warkat meliputi :
1) Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
2) Rekening giro telah ditutup.
3) Persyaratan cek/syarat formal Bilyet Giro (BG) tidak dipenuhi yaitu tidak 
terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan.
lxxiii
4) PersyaratanCek tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan penarik 
(termasuk jika Cek tidak dilengkapi dengan nama jelas dan atau 
cap/stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan 
rekening giro.
5) Syarat formal Bilyet Giro (BG) tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat nama 
dan nomor rekening giro pemegang.
6) Syarat formal Bilyet Giro (BG) tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat nama 
Bank penerima.
7) Syarat formal Bilyet Giro (BG) tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat jumlah 
dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf yang 
selengkap – lengkapnya.
8) Syarat formal Bilyet Giro (BG) tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanda 
tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan 
persyaratan pembukaan rekening giro.
9) Bilyet Giro (BG) ditawarkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum 
tanggal efektif, atau tanggal efektif Bilyet Giro dicantumkan tidak dalam 
tenggang waktu penawaran.
10) Cek/Bilyet Giro (BG) ditarik kembali/dibatalkan oleh Penarik setelah 
berakhirnya tenggang waktu pengunjukan penawaran berdasarkan surat 
penarikan kembali/pembatalan dari penarik.
11) Cek/Bilyet Giro (BG) sudah kadaluwarsa.
12) Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Cek/Bilyet Giro (BG) 
tidak ditandatangani oleh penarik.
13) Tana tangan penarik tidak sesuai specimen.
14) Bank penagih bukan merupakan bank yang disebut dalam Cek Silang 
Khusus/Bilyet Giro (BG) sebagai Bank penerima dana.
15) Cek/Bilyet Giro (BG) diblokir pembayarannyaoleh penarik karena hilang 
harus dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
16) Cek/Bilyet Giro (BG) diblokir pembayarannya oleh instansi yang 
berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana (harus dilampiri 
dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
17) Rekening Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang 
karena diduga terkait dengan tindak pidana (harus dilampiri dengan surat 
pemblokiran dari instansi yang berwenang).
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18) Perintah dalam Data Keuangan Elektronik (DKE) debet tidak sesuai 
dengan teks/perintah dalam warkat debet yang bersangkutan.
19) Penerimaan Data Keuangan Elektronik (DKE) debet tidak disertai dengan 
penerimaan fisik warkat debet/warkat debet hilang.
20) Cek/Bilyet Giro (BG)  palsu/dimanipulasi.
21) Nota debet tidak sesuai dengan ketentuan dan atau perjanjian yang 
mendasarinya.
c. Penolakan warkat debet disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) 
yang berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai dengan SE BI No. 7/26 
DASP Tanggal 22 Juli 2005. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dibuat dalam 
rangkap 3 yakni untuk warkat asli diserahkan kepada peserta yang 
mengkliringkan dan lembar kedua (2) untuk nasabah penyetor serta lembar
ketiga (3) ditujukan bagi penyelenggara. Dalam hal ini, surat keterangan 
penolakan tersebut diberi tanda tangan dan nama terang dari pejabat yang 
berwenang. Jika warkat ditolak pembayarannya karena diduga terdapat 
hubungan dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat lapor dari pihak 
berwajib. Dengan demikian selain membuat surat keterangan penolakan (SKP) 
peserta tertarik juga harus menahan warkat tersebut dan membuat surat 
keterangan penahanan warkat rangkap 3.
d. Memilih warkat tolakan yang disertai dengan surat keterangan penolakan 
(SKP) berdasarkan bank penerima. 
e. Membuat surat peringatan atau pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan 
kepada penarik Cek/ Bilyet Giro kosong agar menyadari kemungkinan 
dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik 
dalam daftar hitam.
i. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro kosong 
pertama, yang berisi peringatan agar penarik tidak menarik Cek/Bilyet 
Giro kosong lagi.
ii. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro kosong 
kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan 
rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika 
penarik menarik Cek/Bilyet Giro kosong untuk ketiga kalinya.
iii. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) yaitu surat yang berisi 
informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro kosong yang memenuhi 
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kriteria untuk masuk dalam daftar hitam (menarik Cek/Bilyet Giro kosong 
3 lembar atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan atau menarik Cek/Bilyet 
Giro kosong 1 lembar dengan nominal diatas Rp. 1 milyar), dan 
pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik, perintah 
untuk mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, 
pencantuman nama penarik dalam daftar hitam serta dihentikannya 
hubungan rekening koran penarik dengan bank.
f. Entry atau memasukkan data warkat tolakan ke dalam Terminal Peserta 
Kliring (TPK).
g. Verivikasi data yang telah di entry dan approval sesuai kewenangan.
h. Membuat kartu batch dan proses batching (menggabungkan data yang telah 
diverivikasi).
i. Membuat kartu batch dan encode.
j. Membuat data keuangan elektronik (DKE) untuk diseraahkan kepada 
penyelenggara kliring lokal dengan rincian nominal saldo serta jumlah lembar 
dan jumlah nominal warkat debet tolakan untuk masing-masing bank 
penerima. 
k. Membuat rekam data elektronis Data Keuangan Elektronik (DKE) dalam 
disket untuk diserahkan kepada penyelenggara kliring lokal (PKL).
l. Membuat dan mencetak laporan kliring yang berguna sebagai pengantar 
kliring.
m. Membubuhkan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dan memberikan 
stempel kliring pada warkat debet.
n. Mengirim Data Keuangan Elektronik (DKE) dalam bentuk rekam data 
elektronis ( disket, flashdisk, CD ) dan laporan kliring pengembalian ke kantor 
Bank Indonesia (PKL) untuk diteruskan dan diproses secara nasional di Kantor 
Pusat Bank Indonesia (PKN).
Kegiatan Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)
a. Penyelenggara melakukan penggabungan dan perekaman atas Data Keuangan 
Elektronik (DKE) Debet yang telah diterima dari peserta kliring dan telah melalui 
proses validasi. Sedangkan untuk warkat debet akan dipilah berdasarkan bank 
tertuju / bank penerima secara otomasi dengan menggunakan mesin reader sorter 
berteknologi image.
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b. Melakukan penghitungan kliring debet atas Data Keuangan Elektronik (DKE)
Debet yang diterima dari para peserta kliring untuk membuat Bilyet saldo kliring 
dan laporan kliring yang diteruskan ke Sistem Sentral Kliring (SSK).
c. Mengirimkan hasil perhitungan kliring lokal ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk 
diproses secara nasional.
d. Mencetak laporan hasil kliring debet untuk selanjutnya di distribusikan kepada 
seluruh peserta bersamaan dengan warkat debet.
e. Melakukan perhitungan kliring debet secara nasional setelah laporan hasil kliring 
debet telah diterima oleh Sistem Sentral Kliring (SSK) di Kantor Pusat.
f. Melakukan simulasi atas Failure to Settle (FtS).
g. Menentukan hasil kliring nasional :
1) Bank “menang kliring”
Seluruh cash prefund yang telah disediakan kembali ke rekening giro Bank 
bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring bersangkutan.
2) Bank “kalah kliring”
Sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban Bank 
tersebut dengan urutan sebagai berikut :
i. Sistem akan menggunakan cash prefund yang telah disediakan oleh Bank.
ii. Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari cash prefund, maka 
kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro 
bank.
iii. Apabila kewajiban bank masih  lebih besar dari cash prefund  dan saldo 
pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro bank tersebut 
sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI -
Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLIS – Kliring) 
berdasarkan collateral prefund yang disediakan oleh bank.
iv. Apabila kekurangan saldo rekening giro Bank masih belum dapat ditutup 
dengan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI – Kliring/FLIS – Kliring), 
maka kekurangan tersebut ditutup dengan surat berharga Bank yang ada 
pada Fasilitas Likuiditas Intrahari- Real Time Gross Settlement (FLI –
RTGS).
v. Pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI – Kliring) dan 
Fasilitas Likuiditas Intrahari - Real Time Gross Settlement (FLI – RTGS)
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harus dilakukan sebelum ditutup Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross 
Settlement (BI – RTGS).
vi. Apabila sampai dengan akhir hari Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI –
Kliring) belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan 
Jangka Pendek (FPJP) atau Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah 











Gambar 4.1 Alur Kliring Debet
B.2  Prosedur Kliring Kredit
Kegiatan di Kantor Peserta
1. Kliring Kredit Keluar
Proses di BDS (Branch Delivery System) meliputi :
a) Melakukan kegiatan penerimaan atas form setoran kredit dari nasabah sebagai 
pengganti warkat kredit serta  merima setoran SOF dari nasabah yang 
ditujukan untuk nasabah bank lain peserta kliring.
b) Melakukan proses validasi form setoran kredit, apabila jumlah nominal, nomor 
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c) Form setoran yang telah melalui proses validasi dikirim ke Transaction 
Processing Unit (TP) untuk diproses lebih lanjut.
d) Transaction processing unit (TP) menerima form setoran kiriman uang (KU) 
serta membuat Credit Note (CN) atau nota kredit.
e) Melaksanakan verivikasi kelengkapan nota kredit (CN) apakah telah 
memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga 
kliring, dan apabila telah sesuai dan memenuhi standar persyaratan warkat 
kredit maka nota kredit tersebut disetujui approval oleh Section Head.
f) Mencetak nota kredit (CN) dan laporan keuangan (RPT RI 509) 
g) Mengirim konfirmasi atas laporan keuangan ke Divisi Operasi di Kantor Pusat 
Bank BTN (DOPS) untuk diteruskan ke Unit SKN (Sistem Kliring Nasional)
di kantor pusat penyelenggara Bank Indonesia (BI) .
Proses di Interface Sistem Kliring Nasional Bank Tabungan Negara (SKNBTN)
meliputi :
a) Menerima konfirmasi KO oleh clearingmen.
b) Membandingkan data yang di download dengan laporan keuangan kemudian 
melakukan konfirmasi KO.
c) Memilih data kliring kredit yang akan dikirim ke Terminal Penyelenggara 
Kliring (TPK) server.
d) Verivikasi data berdasarkan Laporan keuangan oleh Section Head.
e) Upload data yang telah diverivikasi ke Terminal peserta kliring (TPK).
Proses di Terminal Peserta Kliring (TPK) Server meliputi:
a) Melakukan Proses Batching yakni proses penggabungan data atas data yang 
telah di download.
b) Melaksanakan kegiatan persetujuan (approval) atas Data Keuangan Elektronik 
(DKE).
c) Mengirimkan Data Keuangan Elektronik (DKE) yang telah melalui proses 
approval.
d) Menyimpan data dalam media rekam elektronikisket (CD, Flashdisk, Disket).
e) Mencetak laporan keuangan yang berupa Bilyet Saldo Kliring sebagai 
penyelesaian akhir transaksi kliring (settlement).
2. Prosedur Kredit Masuk
Proses di Terminal Peserta Kliring Kantor Pusat (TPK KP) meliputi:
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a) Melakukan proses download data transaksi kredit (inward DKE) kliring dari 
kantor pusat penyelenggara kliring secara On-line.
b) Mencetak laporan Transaksi Kredit (Inward DKE) yang telah di download 
sebagai data dalam bentuk hardcopy.
Proses di Intervace Sistem Kliring Nasional Bank Tabungan Negara (SKNBTN)
meliputi :
a) Menerima laporan transaksi kredit data keuangan elektronik (inward DKE)
yang merupakan transadari Terminal Peserta Kliring Kantor Pusat (TPK KP).
b) Melakukan proses kegiatan download transaksi kredit data keuangan 
elektronik (Inward DKE).
c) Membandingkan data hasil download (soft copy) dengan hasil laporan 
keuangan yang berupa hardcopy untuk memastikan kecocokan dan kebenaran
data  jumlah nominal saldo kliring dan nama nasabah untuk mengantisipasi 
terjadinya kekeliruan dan selisih saldo.
d) Mengirim data yang telah dibandingkan sebelumnya ke poses Intervace sistem 
on-line report laporan (AS400).
Proses Sistem On-line Report Laporan (AS – 400) meliputi :
a) Mencetak laporan kliring kredit berdasarkan data yang diperoleh dari proses 
Intervace.
b) Melakukan proses Comparo Data.
c) Melakukan proses edit data apabila terdapat data yang tidak sesuai atau 
terdapat selisih.
d) Mencetak laporan akhir kliring berupa bilyet saldo kliring kredit.
Proses di Branch Delivery System (BDS) meliputi :
a) Melaksanakan proses download data dari sistem on-line report laporan (AS-
400)
b) Melakukan kegiatan approval atas data yang telah didownload.
c) Memantau kegiatan transaksi (TX) yang terdapat dalam General Ledger (GL) 
atau buku besar.
d) Melakukan  kegiatan tindak lanjut atas pembukuan ke rekening /retur / IBT 
KP/ KU KC  lain.
e) Memantau kiriman uang masuk dari kantor pusat
f) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut atas pembukuan :
1) Ke rekening penerima kliring apabila data jelas.
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2) Retur ke bank pengirim apabila data tidak jelas.
Kegiatan Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)
1. Melakukan penggabungan dan perekaman seluruh Data Keuangan Elektronis 
(DKE) Kredit yang diterima.
2. Melakukan perhitungan kredit secara nasional berdasarkan pada seluruh Data 
keuangan Elektronik (DKE) Kredit yang diterima oleh Sistem Sentral Kliringn 
(SSK).
3. Melakukan simulasi Failure to Settle (FtS). Apabila hasil simulasi Failure to 
Settle (FtS) menunjukkan nilai negatif, maka bank dapat menambahkan 
kekurangan atas prefund sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
4. Setelah batas akhir penambahan prefund, Sistem Sentral Kliring (SSK)
melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut 
akan dibukukan ke rekening giro bank ke di sistem Bank Indonesia -Real Time 
Gross Settlement (BI-RTGS).
5. Setelah Sistem Sentral Kliring (SSK) selesai melakukan proses perhitungan 
kliring kredit secara nasional, maka Komputer  Penyelenggara Kliring (KPK)
dapat mendownload Data keuangan Elektronik (DKE Inward) dan laporan hasil 
kliring kredit dari Sistem Sentral Kliring (SSK).
6. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) akan mendistribusikan Data keuangan 
Elektronik (DKE Inward) dalam bentuk media rekam data elektronis (disket, 
flashdisk,CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta kliring yang 
menggunakan sistem off-line.
Dalam pelaksanaan kliring kredit, penyerahan DKE tidak disertai dengan warkat 
kliring  (Paperless). Hal ini sesuai wawancara dengan Bp. Heri Kristiawan yang 
mengatakan bahwa :
“  Kliring kredit dilaksanakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu kantor 
pusat Bank Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan 
penyerahan warkat kliring kredit. Hanya DKE saja yang diserahkan, karena dengan 
mekanisme tersebut dirasa jauh lebih efektif.”
Kemudian Bapak Heri Setiawan juga memaparkan tentang kegiatan kliring kredit, 
bahwa :
“ Form setoran yang diterima dari nasabah diperiksa dan diverivikasi data – data yang 
dicantumkan di dalamnya apakah sudah benar serta dipastikan terlebih dahulu 
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dengan bank penerima apakah nasabah yang dananya akan ditarik memiliki rekening 
giro atau tidak. Jika benar, nasabah memiliki rekening giro di bank penerima maka 
baru dapat diproses kliring. Kliring kredit dimulai dari penyediaan dana yang 
menjadi jaminan keikutsertaan bank peserta dalam kliring, proses kliring di kantor 
cabang yang terdiri dari pengelolaan form setoran dan pembuatan laporan kliring 
serta proses di kantor pusat yakni pengolahan data masuk dari kantor cabang, 
verivikasi data, proses batching, perhitungan kliring sampai pada pendistribusian 
DKE.” 
Dari kedua penuturan tersebut, dapat dikatakan bahwa kliring kredit dalam prosedur 
SKNBI diselenggarakan secara nasional oleh kantor pusat  Bank Indonesia. Hal ini 
dimaksudkan agar proses kliring pelaksanaannya dapat bersifat lebih efektif dan efisien 
dengan tidak menyertakan warkat, dan hanya menyerahkan DKE untuk diproses lebih 
lanjut.
Selain itu, pelaksanaan kliring kredit hanya dapat diselenggarakan jika bank peserta telah 
menyediakan dana awal (prefund) sebelum mengikuti kliring SKNBI. Tanpa adanya 
penyediaan dana yang berguna sebagai jaminan dalam kliring maka suatu bank tidak dapat 
mengikuti kliring.
Untuk proses awal kliring kredit yaitu melakukan penerimaan form setoran kredit dalam 
proses BDS selanjutnya melakukan pemeriksaan dan verivikasi data yang tercantum 
dalam form setoran meliputi data nama nasabah penerima, jumlah noninal saldo yang akan 
ditarik serta nomor validasi. Bila telah memenuhi ketentuan, maka form setoran dapat 
diproses di Transaction Processing Unit dengan memastikan terlebih dahulu ke bank 
penerima apakah nasabah yang dimaksud memiliki rekening Giro di bank penerima. Pada 
kantor cabang dilakukan kegiatan proses kliring yang berupa pengelolaan form setoran 
sampai pembuatan laporan kliring. Sedangkan di Kantor Pusat dilakukan kegiatan proses 
penggabungan data yang diperoleh dari kantor cabang, perhitungan kliring secara nasional 
dan pendistribusian DKE untuk dapat menghasilkan transaksi akhir kliring ( Settlement).


































































     
Wakil kliring yang ditunjuk dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 
Surakarta wajib hadir dalam pertemuan kliring untuk menyerahkan warkat-warkat 
yang telah diterima dan telah diverivikasi sebelumnya. Sebagai bukti hadir setiap 
wakil peserta harus mengisi daftar hadir yng telah disediakan oleh penyelenggara 
kliring. Kehadiran wakil kliring sangat penting karena untuk memperlancar aktivitas 
kliring dan apabila wakil kliring yang tidak datang pada pertemuan kliring, akan 
dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara kliring yakni Bank 
Indonesia. Untuk pertemuan kliring penyerahan di kantor Bank Indonesia dilakukan 
setiap pukul 11. 00 WIB.
a. Warkat-warkat yang telah diterima diserahkan kepada wakil peserta bank lain 
melalui kegiatan pendistribusian warkat. Dalam kegiatan pendistribusian 
warkat, wakil PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melaksanakan kegiatan –
kegiatan:
i. Menyerahkan masing – masing warkat yang telah dipilah dan diverivikasi 
sebagaimana mestinya kepada wakil peserta bank lain yang merupakan 
penerima. Warkat yang diserahkan adalah lembar pertama daftar warkat 
kliring dan warkat itu sendiri. Daftar warkat kliring penyerahan terdiri dari 
rangkap 3 lembar yang masing – masing lembar warkat yakni lembar 1 
diberikan kepada peserta bank penerima warkat, lembar 2 disimpan bank 
yang menyerahkan warkat dan dijadikan bukti bahwa warkat tersebut telah 
diserahkan dengan baik. Dan lembar 3 diberikan kepada penyelenggara 
kliring.
ii. Sebagai bukti bahwa warkat telah diterima dengan baik oleh wakil peserta 
bank lain, maka perlu dibubuhkan tanda tangan dari wakil bank penerima 
pada lembar kedua daftar warkat kliring penyerahan. Setiap warkat yang 
diterima atau diserahkan wajib diberi tanda tangan dari wakil penerima atau 
yang menyerahkan.
b. Setelah menyerahkan warkat yang telah diterima, maka wakil PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta juga menerima warkat dari wakil 
peserta bank lain dengan spesifikasi kegiatan :
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i.     Menerima warkat dari peserta bank lain yakni berupa lembar pertama (1)
daftar warkat  kliring penyerahan dan warkat itu sendiri.
ii.Memberikan dan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penerimaan 
warkat dari peserta bank lain pada lembar kedua (2) daftar warkat kliring 
penyerahan.
c. Mencocokkan rincian dan keterangan yang tercantum pada daftar warkat kliring 
penyerahan yang diterima dari peserta bank lain dengan warkat yang diterima. 
Dalam hal ini, hal yang perlu dicocokkan adalah jumlah nominal yang 
tercantum dalam daftar kliring penyerahan telah sesuai dengan warkat yang 
bersangkutan serta penyertaan cap kliring yang merupakan bukti utama telah 
dilaksanakannya proses kliring yang memenuhi ketentuan. Apabila terdapat 
perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam 
kliring, maka keputusan diserahkan kepada pihak Bank Indonesia selaku 
penyelenggara kliring untuk dapat menentukan apakah warkat layak 
dikliringkan atau tidak.
d. Penyusunan neraca kliring penyerahan yang terdiri dari 2 (dua) rangkap neraca 
masing – masing untuk penyerahan maupun penerimaan warkat. Dalam neraca 
kliring berisi rincian jumlah warkat yang diserahkan dan diterima beserta 
nominal saldo yang tertera dalam warkat. Rincian saldo dibedakan menjadi 
saldo debet dan saldo kredit.
e. Membubuhkan tanda tangan disertai pencantuman nama peserta dengan jelas 
pada neraca kliring penyerahan.  Sebagai akhir dari transaksi kliring penyerahan 
(proses settlement) maka dibuat Bilyet Saldo Kliring (BSK) dan berbagai 
laporan kliring yang berguna bagi penyelesaian akhir transaksi kliring ke 
rekening Giro bank di Bank Indonesia dan pembukua  transaksi kliring ke 
rekening nasabah bank. Wakil peserta kliring kembali ke kantor PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta untuk menentukan layak tidaknya 
warkat – warkat yang diterima dari peserta bank lain untuk diselesaikan. 
Gambar 2.
Alur kliring penyerahan
2. Kliring Pengembalian (Retur)
Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan 
warkat dan atau DKE debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang 
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ditetapkan dalam ketentuan bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan 
dan persyaratan penerbitannya. Dalam kliring pengembalian atau retur kegiatan –
kegiatan yang dilakukan adalah :
o. Menentukan penyelesaian warkat penyerahan yang diterima dari peserta bank lain 
untuk ditetapkan layak tidaknya warkat yang diterima tersebut untuk dikliringkan. 
Kemungkinan – kemungkinan penyelesaian warkat – warkat tersebut antara lain :
i. Warkat debet dapat diselesaikan oleh masing – masing peserta apabila warkat 
tersebut memenuhi syarat dan dananya cukup. Warkat kredit dapat 
diselesaikan setelah diteliti terhadap kemungkinan kesalahan. 
ii. Warkat debet yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan akan 
dikembalikan kepada peserta yang mengajukan saat pertemuan kliring 
pengembalian (Retur). 
iii. Warkat yang diduga terdapat kaitan dengan kejahatan maka harus ditahan 
dan dikonfirmasikan dengan polisi.
Warkat yang tidak dapat dikliringkan adalah warkat yang terdapat salah satu 
/ lebih alasan dari 17 alasan penolakan dan pengembalian sebagaimana tercantum 
dalam SE BI No. 7/26 DASP Tanggal 22 Juli 2005. Adapun jenis alasan 
penolakan tersebut meliputi :
a) Saldo tidak cukup.
b) Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri).
c) Persyaratan formal Cek/BG tidak dipenuhi yaitu :
1) Tulisan “Cek atau BG” dan Nomor Cek/BG yang bersangkutan.
2) Nama tertarik
3) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau memindah 
bukukan dana atas beban Rekening penarik.
4) Nama dan nomor rekening pemegang.
5) Nama bank penerima.
6) Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam 
huruf selengkap-lengkapnya
7) Tempat dan tanggal penarikan.
8) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai 
dengan persyaratan pembukaan rekening (khusus untuk Bilyet Giro).
9) Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai 
dengan persyaratan pembukaan rekening (khusus untuk Cek).
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d) Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai.
e) Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu 
pengunjukan.
f) Bilyet Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu 
penawaran.
g) Sudah kadaluwarsa.
h) Coretan/Perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik.
i) Bea materai belum dilunasi.
j) Tanda tangan tidak cocok dengan specimen.
k) Stempel kliring tidak ada.
l) Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima.
m) Endosemen pada Cek atas nama (Cek atas order) tidak ada.
n) Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolian terlampir).
o) Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran 
terlampir).
p. Penolakan warkat debet disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang 
berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai dengan SE BI No. 7/26 DASP Tanggal 
22 Juli 2005. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dibuat dalam rangkap 3 yakni untuk 
warkat asli diserahkan kepada peserta yang mengkliringkan dan lembar kedua (2) 
untuk nasabah penyetor serta lembar ketiga (3) ditujukan bagi penyelenggara. Dalam 
hal ini, surat keterangan penolakan tersebut diberi tanda tangan dan nama terang dari 
pejabat yang berwenang. Jika warkat ditolak pembayarannya karena diduga terdapat 
hubungan dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat lapor dari pihak berwajib. 
Dengan demikian selain membuat surat keterangan penolakan (SKP) peserta tertarik 
juga harus menahan warkat tersebut dan membuat surat keterangan penahanan warkat 
rangkap 3.
q. Memilih warkat tolakan yang disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP) 
berdasarkan bank penerima. 
r. Membuat surat peringatan atau pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan kepada 
penarik Cek/ Bilyet Giro kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya 
penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik dalam daftar hitam.
iv. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro kosong pertama, 
yang berisi peringatan agar penarik tidak menarik Cek/Bilyet Giro kosong 
lagi.
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v. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro kosong kedua, 
yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan 
mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik 
Cek/Bilyet Giro kosong untuk ketiga kalinya.
vi. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) yaitu surat yang berisi 
informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro kosong yang memenuhi 
kriteria untuk masuk dalam daftar hitam (menarik Cek/Bilyet Giro kosong 3 
lembar atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan atau menarik Cek/Bilyet Giro 
kosong 1 lembar dengan nominal diatas Rp. 1 milyar), dan pemberitahuan 
telah dilakukannya penutupan rekening penarik, perintah untuk 
mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman 
nama penarik dalam daftar hitam serta dihentikannya hubungan rekening 
koran penarik dengan bank.
s. Membuat data keuangan elektronik (DKE) untuk diseraahkan kepada penyelenggara 
kliring lokal dengan rincian nominal saldo serta jumlah lembar dan jumlah nominal 
warkat debet tolakan untuk masing-masing bank penerima. 
Pertemuan kliring pengembalian :
a. Masing – masing wakil peserta hadir dalam pertemuan kliring pengembalian 
untuk menyerahkan warkat tolakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 
serta mengisi daftar hadir peserta sebagai bukti kehadiran wakil peserta bank. 
Pertemuan kliring pengembalian yang dilaksanakan di kantor Bank Indonesia 
dilakukan setiap pukul 14.00 WIB.
b. Mendistribusikan warkat yang termasuk tolakan kepada peserta bank penerima 
tolakan dengan spesifikasi :
i. Menyerahkan lembar pertama (1) daftar warkat kliring pengembalian.
ii. Menyerahkan warkat debet tolakan.
iii. Menyerahkan lembar pertama dan kedua surat keterangan penolakan kepada 
bank penerima untuk diteruskan kepada nasabah penyetor.
c. Meminta tanda tangan dari wakil peserta bank penerima warkat tolakan di lembar 
kedua daftar warkat kliring pengembalian sebagai bukti autentik penyerahan 
warkat debet tolakan.
d. Menyerahkan kepada penyelenggara :
 Lembar ketiga daftar warkat kliring pengembalian.
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 Lembar ketiga surat keterangan penolakan ( SKP).
e. Melakukan kegiatan penerimaan warkat debet tolakan
 Lembar 1 Data Keuangan Elektronik (DKE) kliring pengembalian.
 Warkat debet tolakan.





Prosedur kliring sebagai salah satu jasa pembayaran dan penagihan bagi nasabah PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta dalam pelaksanaannya terdiri dari 
dua tahap proses kegiatan kliring, yakni kliring Debet dan kliring Kredit .
1. Kliring Debet
a. Bank menyediakan prefund.
b. Peserta membuat DKE debet berdasarkan warkat debet yang akan dikliringkan.
c. Mengirimkan DKE debet dan warkat debet ke PKL. Pengiriman DKE debet 
dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung jenis TPKyang 
digunakan oleh peserta.
d. Melakukan penggabungan da perekaman atas DKE debet yang telah melalui 
proses validasi. 
e. Melakukan perhitungan kliring debet atas DKE Debet yang diterima 
Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
f. Mengirimkan hasil perhitungan kliring debet lokal ke Sistem Sentral Kliring 
(SSK).
g. Mencetak laporan hasil kliring debet lokal untuk didistribusikan kepada seluruh 
peserta bersamaan dengan warkat debet.
h. Mencetak laporan hasil kliring debet lokal dari seluruh penyelenggara kliring 
diterima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan kliring debet secara nasional.
i. SSK melakukan simulasi FtS.
j. Apabila hasil perhitungan kliring debet nasional :
k. Peserta memperoleh DKE Inward dengan cara mendownload dari SSK atau dari 
KPK melalui media rekam data elektronis (disket, flashdisk, CD).
2. Kliring Kredit
a. Menyediakan Prefund.
b. Peserta membuat DKE Kredit berdasarkan aplikasi transfer.
c. Mengirimkan DKE Kredit ke SSK. Pengiriman DKE dilakukan secara off-line 
melalui media rekam data elektronis (disket, flashdisk,CD) yang diserahkan ke 
PKL.
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d. DKE dikirim ke SSK.
e. Melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE Kredit yang diterima.
f. Melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional berdasarkat DKE kredit 
yang diterima oleh SSK.
g. Melakukan simulasi FtS.
h. Melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan kliring 
kredit akan dibukukan ke rekening Giro bank di Sistem BI-RTGS.
i. Mendownload DKE Inward dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.
j. Mendistribusikan DKE Inward dalam bentuk media rekam data elektronis dan 
laporan hasil kliring kredit kepada peserta.
k. Melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional. 
Dengan berdasarkan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan kliring yang telah ada 
dan telah ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Surakarta dapat 
disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan kliring yang diselenggarakan telah sesuai 
dengan sistem dan mekanisme SKNBI serta telah direalisasikan dengan baik. Sehingga 
tingkat terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dapat diminimalisasi. Namun, 
pelaksanaan kliring tersebut sering mengalami kendala yang menghambat proses 
kegiatan kliring. Kendala yang dimaksud adalah sering terjadinya gangguan koneksi 
dengan penyelenggara kliring nasional (kantor BI Pusat) dalam melaksanakan kliring 
secara on-line karena terlalu banyaknya peserta kliring yang melaksanakan kliring secara 
on-line. Sehingga hal ini berdampak pada kegiatan kliring yang menyebabkan 
keterlambatan baik dalam memperoleh data maupun dalam mengirim data kliring. 
B. Saran
Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan proses kliring 
di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta, sebaiknya :
1. Penyelenggara dapat lebih meningkatkan kualitas sistem kliring yang berhubungan 
dengan perbaikan koneksi dengan para peserta agar para peserta kliring dapat 
mengakses data maupun laporan kliring secara on-line tanpa mengalami hambatan 
yang mengakibatkan terganggunya proses kliring dan kelancaran dalam aktivitas 
pembayaran giral antar bank.
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta sebaiknya lebih 
meningkatkan lagi kualitas pelayanan terhadap kliring sebagai salah satu produk jasa 
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yang menarik bagi nasabah. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masing –
masing pihak. 
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